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ABSTRAK 

 

Pada prinsipnya, dalam melakukan transaksi jual beli barang harus ada rasa saling suka 

sama suka serta kerelaan mengenai barang yang di ijab dan qobul agar transaksi tersebut menjadi 

sah. Bilamana dalam terjadinya kesepakatan diantara kedua belah pihak telah tercapai, maka 

muncullah hak dan kewajiban diantara para pihak yang melakukan akad jual beli harus dipenuhi, 

dalam hal ini jual beli yang dimaksud adalah Bay’ al-istisna’. Akad jual beli istisna’ atau bisa di 

sebut dengan Bay’ al-istisna’ adalah sutau akad jual beli yang menggunakan sistem pemesanan 

terhadap barang tertentu dengan dibuatkan terlebih dahulu sesuai kriteria dan spesifikasi yang 

diinginkan oleh pemesan (pembeli/mustani’) dan penjual (pembuat/sani’) dan pembayaran yang 

dilakukan bisa diawal, pada saat pembuatan pesanan berlangsung ataupun pada saat penyerahan 

barang. Dalam pembahasan ini pembuatan barang yang dimaksud penulis lebih spesifik mengenai 

pemesanan barang mengenai objek atau barang yang diperjual belikan belum ada. Terkait dengan 

penulisan ini, lebih fokus terhadap usaha furniture yang dimiliki usaha perseorangan bukan pada 

pabrik dengan skala besar. Perusahaan furniture yang telah dilakukan pengamatan oleh penulis 

berada di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Dari beberapa perusahaan furniture tersebut 

terjadi permasalahan antara pemesan barang furniture dengan penerima pesanan, sehingga terjadi 

perselisihan dalam transaksi yang terjadi.  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana penyelesaian 

pembatalan terhadap praktik jual beli furniture dengan akad istishna’ di Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun serta bagaimana penyelesaian permasalahan pembatalan jual beli furniture 

dengan akad istishna’ jika di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dengan studi kasus di Kecamatan 

Wungu Kabupaten Madiun. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan 

(library research) melalui pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dari sudut pandang 

peraturan yang berlaku di masyarakat. Seluruh data dianalisa secara deskriptif analisis.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, jual beli yang terjadi di perusahaan 

furniture Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun berjalan dengan baik sesuai dengan yang 

disepakati, namun terdapat beberapa perjanjian yang tidak terlaksana dengan baik karena beberapa 

faktor. Meski dalam jual beli tersebut terdapat ketidaksesuaian, namun tidak mengurangi rukun 

dan syarat jual beli istishna sehingga transaksi tersebut tetap dianggap sah dan telah menjadi 

kebiasaan warga dalam bertransaksi. Sedangkan praktik jual beli furniture yang telah dilakukan 

perusahaan telah sesuai dengan hukum Islam karena sistem yang digunakan persuhaan tersebut 

termasuk dalam akad Bai’ Istishna’. Mengenai metode pembayaran yang digunakan bisa 

dilakukan diawal, dengan cara cicilan ataupun langsung melunasinya tergantung pada yang telah 

disepakati.  

 

Kata kunci : Jual beli, Istisna’ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai sistem yang ada dalam kehidupan manusia, maka agama Islam 

memberikan warna yang segar dalam suatu tatanan kehidupan manusia, seperti misal 

dalam dunia ekonomi alangkah baiknya dengan menggabungkan nilai akidah dan syariah 

di dalamnya dapat membuatnya menjadi lebih terarah dan berberkah. 

Dalam bidang ekonomi, agama Islam menetapkan aturan yang komprehensif 

tentang keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui hukum agama 

terhadap suatu masalah. Agama islam yang komprehensif adalah ketika hukum islam tidak 

ditetapkan hanya untuk satu masyarakat tanpa melibatkan masyarakat lain dalam lingkup 

umat islam1. Agama islam dahulu, sekarang maupun yang akan datang tidak akan menjadi 

penghalang bagi kebebasan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. 

Transaksi jual beli merupakan kegiatan jual beli yang sudah mendarah daging sejak 

nenek moyang kita terdahulu dan tumbuh berkembang di lingkungan masyarakat untuk 

sebagian kegiatan sehari hari. Transaksi jual beli ini termasuk kegiatan muamalah dalam 

istilah islam. Muamalah dalam artian luas mencakup semua kegiatan manusia seperti 

transaksi sewa menyewa, pinjaman dan transaksi lainnya yang telah diatur dalam syariat 

agama islam. 

Jual beli bermuamalah yang diperbolehkan harus sesuai dengan ketentuan yang ada 

dan dijelaskan dalam Al-Qur’an secara rinci dan jelas. Dalam melakukan transaksi sistem 

jual beli ini diatur dalam islam sedemikian agar tidak melarang yang telah ditentukan 

dalam hukum islam. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282. 

اَ َكاَيٰٓ ذيْناكُُْ ليْاكْتُبَْب وا ىَفااكْتُبُوْهَُُۗ مًّ سا لٍَمه َااجا ينٍَْاِلٰٰٓ َبِدا انتُُْْ اي ادا اَت نوُْٓاَاِذا َاٰما ينْا ِ ااَالَّذ تِبٌَاانَْيُّه َكا َياأْبا لَا َوا دْلِِۖ َبِِلعْا تِبٌٌۢ

َفالْياكْتُبَْ  ُ هَُاللّٰه َعالذما ا َكَما  يذكْتُبا

Wahai orang-orang yang beriman ! apabila kamu melakukan utang 

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya.(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 282) .2 

 

 
1 Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer,Cet.1 (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 3. 
2 Departemen RI, Al-Qur’an dan terjemahan,  48 
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Dari ayat diatas disimpulkan, bahwa Allah SWT membolehkan melakukan jual beli 

meski dilakukan dengan cara utang piutang. Namun bila jual beli tersebut dilakukan 

dengan cara utang piutang antara pihak pembeli dan pihak penjual, maka sebaiknya 

dituliskan untuk mengantisipasi terjadinya kekeliruan kemudian hari. 

Secara bahasa jual beli (bay’) adalah suatu kegiatan dalam melakukan kegiatan 

tukar menukar barang sesuatu dengan sesuatu yang lain3. Secara terminologi definisi jual 

beli yang dijelaskan oleh ulama fiqh memiliki substansi dan tujuan masing-masing yang 

luas akan tetapi penjelasannya sama, dimana mencantumkan mengenai tukar menukar 

barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara 

yang dibenarkan. Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela dengan 

memindahkan hak milik berupa alat tukar yang sah. Jual beli menjadi halal ketika jual beli 

tersebut bersih tidak mengandung riba serta memenuhi syarat dan rukun jual beli. 

Dalam jual beli harus memenuhi syarat dan rukun yang dipenuhi oleh kedua belah 

pihak baik penjual dan pembeli. Namun permasalahan yang dapat ditemui berkaitan 

dengan jual beli dalam kehidupan sehari-hari dimana terdapat kekurangan atau tidak 

dipenuhinya syarat atau rukun jual beli. Maka dari sinilah terdapat jual beli yang dianggap 

shahih dan terdapat jual beli yang dianggap ghairu shahih. 

Sebagai makhluk sosial, manusia sangat memerlukan adanya bantuan dari manusia 

lain secara bersama-sama hidup di masyarakat. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya 

manusia saling membutuhkan satu sama lain. Sebuah hubungan antar manusia dalam 

interaksi sosial yang berlandaskan syariat agama islam merupakan bentuk pembatasan 

yang terdiri dari hak dan kewajiban dalam melakukan pengembangan harta dan benda 

secara adabiyah maupun madaniyah.  

Terkait dengan jual beli yang dibenarkan dan menjadi kebiasaan sehari-hari dalam 

masyarakat baik bentuk barang yang sudah jadi maupun barang yang masih membutuhkan 

proses terlebih dahulu. Maka untuk barang yang membutuhkan proses terlebih dahulu 

pihak pertama (orang yang memesan barang atau konsumen) meminta untuk dibuatkan 

barang yang sesuai dengan keinginan pemesan, kemudian kepada pihak kedua (orang yang 

membuatkan pesanan atau produsen) dibuatkan barang yang membutuhkan proses tertentu 

sehingga tidak bisa langsung diterima oleh pemesan. Sedangkan bahan baku berasal dari 

pihak kedua sebagai orang yang membuat pesanan4. 

 
3 Gufran A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Konstektual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),  119. 
4 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011),  631. 
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Menurut jumhur ulama fuqoha, “ba’i al-istishna’ merupakan jenis khusus dari ba’i 

as-salam. Biasanya jenis akad ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Dengan 

demikian aturan dari ishtisna’ mengikuti ketentuan dari akad as-salam. Karena produk 

istisha menyerupai produk salam maka terkait pembayaran dapat dilakukan beberapa kali 

pembayaran”5. 

Menurut mazhab Hanafi, jual beli Istishna’ hukumnya dibolehkan (jawaz) karena 

hal ini telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada pihak yang 

mengingkari.  Hal ini sesuai dengan aturan Fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 

tentang jual beli istishna’ menyatakan bahwa akad istishna disahkan menurut aturan 

asalkan memenuhi ketentuan yang berlaku. 

Secara signifikan terjadi kenaikan kebutuhan perabotan rumah tangga atau 

furniture di perusahaan mebel dikarenakan tingginya pertumbuhan penduduk. Masyarakat 

lebih beralih kepada pengrajin mebel karena Pembeli (mustashni’) hanya menyebutkan 

barang sesuai spesifikasi yang diinginkan kepada penjual (shani’) untuk memproduksi 

barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan seperti meja, kursi, jendela, pintu 

dan beberapa kebutuhan lainnya. Untuk harga dapat ditetapkan terlebih dahulu sesuai 

dengan kesepakatan dapat dilakukan di muka, dicicil sampai selesai atau pada saat akhir 

penyelesaian. Hal ini yang menjadi syarat agar akad istishna bisa muncul6. Seperti halnya 

pada pengrajin furniture di Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun.  

Setelah melakukan negosiasi mengenai spesifikasi barang maka dilakukan 

pembayaran uang muka sebagai jaminan yang jumlahnya sesuai dengan kerelaan pembeli. 

Sisanya pembayaran bisa dilanjutkan dengan cicilan ataupun pelunasan tergantung dengan 

persetujuan kontrak. Setelah pesanan selesai dikerjakan kemudian diserahkan kepada 

pemesan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalam hal pembayaran akad ini ada 

pembeli yang melakukan pembayaran dengan cara tunai maupun kredit. Seiring dengan 

berkembangnya akad sehingga menyebabkan perjanjian ini tidak terlaksana sebagaimana 

mestinya, terutama dalam hal pembatalan terhadap akad yang sudah disepakati bersama. 

Pembatalan yang sudah disepakati bersama antara pemesan barang dan pengrajin 

furniture terkadang terjadi pada saat sebelum barang itu diproduksi yaitu beberapa selang 

waktu setelah adanya kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli barang furniture, 

terkadang terjadi pembatalan disaat barang sedang dikerjakan, dan ada pula kasus 

pembatalan yang terjadi pada saat barang sudah selesai diproduksi bahkan sampai pada 

 
5 Heri Sudarsono, Bank dan Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekononisia, 2008),  74. 
6 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015),  97 
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proses pengiriman kepada konsumen. Pembatalan semacam ini tentunya dipengaruhi 

berbagai macam faktor, baik faktor dari pihak pemesan maupun dari pihak penjual itu 

sendiri. 

Maka dengan adanya permasalahan ini penulis tertarik menganalisa praktek jual 

beli furnitur dengan akad istisna yang berada di Desa Nglanduk dan Desa Karangrejo 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, kasus tersebut kerap terjadi antara pemesan barang 

furnitur dengan penerima pesanan, sehingga memunculkan konflik dalam transaksi 

tersebut. Maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya menjadi judul penelitian 

yaitu “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENYELESAIAN 

PEMBATALAN DALAM JUAL BELI ISTISHNA (Studi Kasus Pengrajin Furniture 

Di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penyelesaian pembatalan tentang jual beli akad Istishna di Kecamatan 

Wungu Kabupaten Madiun ? 

2. Bagaimana penyelesaian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pembatalan jual 

beli dengan akad istishna dilakukan di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui penyelesaian pembatalan jual beli akad istishna di Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun. 

2. Mengetahui bagaimana Hukum Islam terkait penyelesaian pembatalan jual beli dengan 

akad istishna yang dilakukan di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Untuk kedepannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang fiqh muamalah mengenai implementasi 

akad istisna’ terhadap jual beli furnitur oleh pembeli di Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun. 
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2. Secara praktis 

a. Bagi penulis 

Secara praktis penelitian ini dapat  digunakan sebagai acuan dalam melihat 

fenomena mengenai praktik akad istisna di dalam ruang lingkup perusahaan 

furnitur di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.  

Serta bagi penulis dapat menambah wawasan tentang hukum yang 

mengatur terhadap sudut pandang hukum islam. 

b. Bagi masyarakat 

Untuk masyarakat dan pemilik perusahaan furnitur diharapkan dapat 

menambah wawasan mengenai cara mengaplikasikan akad istisna ke dalam jual 

beli furnitur sesuai dengan prinsip syariah. 

 

E. Telaah Pustaka 

Dalam suatu penelitian yang telah dilakukan terdahulu dilakukan dengan tujuan 

untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai bahan perbandingan untuk penelitian 

setelahnya agar dapat dikembangkan dan dapat menghindari adanya sikap plagiarism. 

Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain yaitu : 

1. Penelitian Erdi Marduwira, “Akad Istishna dalam Pembiayaan Rumah Pada 

Bank Mandiri (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu Cinere)” , dalam penelitian ini diangkat tiga point persoalan, yaitu: 

Pertama, bagaimana mekanisme akad istishna pada pembiayaan rumah Bank 

Syariah Mandiri. Kedua, faktor apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan 

bermasalah pada akad istishna. Ketiga, Bagaimana penyelesaian pembiayaan 

bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Adapun kesimpulan 

yang menarik dalam penelitian ini mengenai prosedur dan mekanisme bagi 

calon nasabah/mitra/debitur adalah dengan mengacu pada peraturan yang 

dipersyaratkan di buku mengenai pembiayaan istishna di Bank Syariah Mandiri 

yang mengalami pembiayaan bermasalah.  

Hal ini yang disebabkan dari karakter nasabah dalam situasi dan kondisi 

yang berubah ubah. Terkadang muncul karakter nasabah bank dalam 

memberikan data yang tidak sebenarnya, juga kurangnya analisa pada saat 

memberikan permohonan pembiayaan rumah. Tidak hanya itu saja, penyebab 

lain dari nasabah tentang adanya bencana alam yang tidak terduga seperti banjir 



6 

atau kebakaran sehingga Bank Syariah Mandiri melakukan penyelesaian 

pembiayaan rumah bermasalah melalui BASYARNAS7. 

Sedangkan yang membedakan dengan penelitian penulis lakukan terletak 

pada obyek penelitian yang diteliti. Bila penulis terfokus pada obyek yang 

diteliti terdapat pada perusahaan furniture yang berada di Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun. 

2. Penelitian Nursafitri, “ Tujuan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual 

Beli Bangunan Secara Drop Order (DO) oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaya 

(Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep Jual Beli Salam). 

Dalam pembahasan skripsi ini, peneliti membahas mengenesai bagaimana 

penyelesaian terhadap pembatalan akad salam dalam jual beli Drop Order 

bahan bangunan serta membahas mengenai tinjauan hukum islam mengenai 

praktik jual beli bahan bangunan secara Drop Order. Pada dasarnya 

pembatalan sepihak secara Drop Order ini bertentangan dengan prosedur 

hukum islam dan haram dilakukan karena tidak ada keridhaan dari pihak 

penjual, akan tetapi dalam kasus ini diselesaikan dengan cara perdamaian yang 

di lakukan oleh toko bangunan dengan pembelinya serta dilakukan dengan cara 

arbitrase maka pembatalan ini sah secara hukum islam karena adanya keridhaan 

antara pihak yang berakad. Lalu yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan digunakan terletak pada akad istishna diterapkan pada 

perusahaan mebel, akad istishna muncul disaat pembeli memesan barang 

kepada penerima pesanan lalu mengolah bahan baku yang berasal dari 

penerima pesanan langsung. Dalam hal ini perusahaan mebel memiliki bahan 

baku maka bisa dikatakan akad ini sesuai dengan akad istishna8.  

Perbedaan dengan permasalahan yang penulis ambil terletak pada obyek 

penelitian, dimana penulis terfokus pada jual beli istishna sedangkan penelitian 

ini terfokus pada jual beli salam. Secara obyek yang diperjualbelikan tentu saja 

berbeda meski sama-sama jual beli pesanan. Jika jual beli istishna merupakan 

jual beli yang membutuhkan proses pembuatan terlebih dahulu, sedangkan jual 

beli salam tidak membutuhkan persiapan terlebih dahulu. 

 
7 Erdi Marduwira, Akad Istishna Dalam Pembiayaan Rumah pada Bank Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cinere), (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 

2010) 
8 Nursafitri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO) 

Oleh Pembeli Di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli Salam), (Banda Aceh: 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016). 
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Kemudian penelitian ini memiliki keterkaitan dengan yang dilakukan 

penulis, yaitu terdapat pada seorang pembeli yang membatalkan pesanannya 

secara sepihak. Pada dasarnya pembatalan secara sepihak sangat bertentangan 

dengan hukum Islam karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada serta tidak 

adanya keridhaan dari pihak penjual. Namun karena penyelesaian ini dilakukan 

dengan cara perdamaian dan diikuti dengan keridhaan antara kedua belah pihak 

maka pembatalan sepihak tersebut menjadi sah menurut pandangan hukum 

Islam. 

3. Penelitian karya Siti Fatimah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan 

Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus Di Desa Turi 

Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan). Peneliti menjelaskan dengan 

adanya ketidaksamaan dari akibat- hukum dalam pembatalan akad jual beli 

bawang merah Berpanjar di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten 

Magetan disebabkan adanya kerusakan tanaman bawang merah yang sebelum 

masa panen, penurunan harga pasar, adanya anggota keluarga petani yang tidak 

setuju atas transaksi jual beli yang dilakukan, penguluran waktu pemanenan 

oleh pedagang. Dan beberapa jenis pembatalan jual beli yang dilakukan, 

sehingga menyebabkan ketidaksamaan akibat hukum. Dalam hal ini adanya 

ketidaksamaan tersebut dibolehkan, karena pedagang melakukan hal yang 

dapat merugikan petani, sehingga petani dalam hal pembatalan tersebut hanya 

mengembalikan uang panjar tanpa memberikan sejumlah uang konsekuensi 

pembatalan.9 

Dalam penelitian ini lebih terfokus pada pembatalan terhadap jual beli 

bawang merah berpanjar. Sedangkan penulis sangat terfokus mengenai jual beli 

dengan cara pesanan yang dilakukan di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. 

Dalam jual beli istisna pembeli dapat memesan barang sesuai dengan 

spesifikasi yang diinginkan pembeli. Pembeli bebas menentukan jenis dan 

ukuran dan kemudian pihak pengrajin memproses sesuai dengan keinginan 

pembeli. Dan bila mana terdapat permasalahan maka dapat diselesaikan dengan 

cara perdamaian, yang terpenting terdapat unsur kerelaan diantara kedua belah 

pihak agar sah menurut hukum Islam. 

 

 
9 Siti Fatimah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus 

Di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan), (Magetan: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015). 
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F. Metode Penelitian 

Salah satu hal terpenting di dalam suatu penelitian adalah dalam penggunaan 

metode ilmiah yang digunakan. Hal ini yang jadi penentu dalam menemukan data-data 

yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode penelitian adalah suatu bagian yang 

terpenting karena dapat menentukan arah tujuan penelitian tersebut, selanjutnya tahapan 

dan proses dalam menyelesaikan penelitian sehingga dapat tersusun secara sistematis.10 

Maka dari itu perlu kiranya dijabarkan suatu metodologi penelitian yang akan dilakukan 

ketika melaksanakan penelitian ilmiah. Adapun suatu metode penelitian yang akan penulis 

gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

1. Pendekatan penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian merupakan hal yang 

terpenting. Pendekatan penelitian karya ilmiah ini menggunakan 

pendekatan yuridis sosiologi, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk 

mengkaji kaidah-kaidah, konsep, pandangan masyarakat yang berkaitan 

dengan masalah yang dibahas. Cara yang dilakukan penulis dalam 

mengaplikasikan pendekatan sosiologi ini dengan cara melihat dan 

mengkaji sudut pandang yang terjadi. 

Dalam pembahasan ini, kami menelaah dengan cara pendekatan 

ilmu sosiologi, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

menjawab fenomena keberagaman dalam perilaku sosial masyarakat. 

2. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini bersifat 

kualitatif dengan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat 

gambaran yang sistematis, faktual dan akurat dalam menggali fakta-fakta 

yang berkaitan dengan hubungan antar fenomena yang ingin diketahui11. 

Penelitian dengan cara deskriptif analisis merupakan pengamatan yang 

bersifat ilmiah yang dilakukan secara cermat dan akurat dibandingkan 

dengan pengamatan biasa12. Penelitian karya ilmiah yang peneliti buat 

bersifat deskriptif analisis, sedangkan deskriptif pada perusahaan industri 

furnitur di Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun dengan meninjau secara 

 
10 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),  37. 
11 Muhammad Nasir, Metodologi Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998),  63. 
12 Morissan, Metode Penelitian Survei (Jakarta: Kencana, 2012),  37. 
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hukum islam kegiatan akad istishna yang berjalan berdasarkan fakta dan 

fenomena yang terjadi dengan maksud dan tujuan untuk membuat 

gambaran secara sistematis, faktual dan akurat13. 

3. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua: 

a) Data primer merupakan data mentah yang harus diolah terlebih dahulu 

dalam penggunaannya, data ini diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan 

dan hasil wawancara secara langsung dengan narasumber terpilih 

(terstruktur) dan wawancara (tidak terstruktur)14. Dalam mendapatkan data 

primer, penulis menggunakan metode penelitian lapangan untuk 

memperoleh data dan informasi yang akurat sehingga memudahkan penulis 

menuju lokasi penelitian untuk mewawancarai narasumber yang 

bersangkutan. Demi mendukung penelitian ini menjadi lebih baik maka 

wawancara dilakukan kepada pemilik usaha dan juga kepada beberapa 

pembeli yang dapat ditemui secara langsung. 

b) Untuk memperoleh data sekunder, peneliti menggunakan metode penelitian 

perpustakaan (library research) adalah penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan data dan informasi yang dapat mempertajam orientasi dan 

dasar teoritis dari masalah penelitian yang dikaji melalui buku, artikel atau 

dengan menjelajahi situs di internet yang memiliki keterkaitan dengan 

penelitian ini serta masih pantas untuk direferensikan. Tujuan dari metode 

ini adalah menyiapkan konsep penelitian sehingga dapat memberikan 

alasan teoritis yang kuat akan pentingnya penelitian ini. Teori berfungsi 

sebagai pedoman yang dapat membantu dalam memahami masalah yang 

dihadapi15.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, 

baik data primer maupun data sekunder yaitu penulis menggunakan metode 

sebagai berikut: 

a) Metode Penelitian Kepustakaan (library research) 

 
13 ibid 
14 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),  

121. 
15 Moh. Kasiran, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif (Malang: UIN Malang Press, 2010),  236. 
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Penelitian kepustakaan (library research) adalah metode 

pengumpulan data sekunder yang dilakukan penulis dalam 

mengumpulkan, membaca, mempelajari serta menganalisis buku 

dan referensi di perpustakaan yang membahas mengenai akad istiṣna 

dalam jual beli furniture di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. 

Penulis pun mendapatkan literatur pendukung lainnya, melalui situs 

web berkaitan dengan objek penelitian. 

b) Penelitian lapangan (field research) merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik dalam lembaga 

maupun organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah16. 

Metode ini diperoleh dengan meneliti dan mengajukan pertanyaan 

secara lisan dan tertulis di beberapa industri furnitur di Kecamatan 

Wungu Kabupaten Madiun 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang sesuai dengan 

penelitian ini, maka data yang digunakan berupa metode wawancara 

(interview). Wawancara  adalah metode yang dilakukan dengan cara 

bertanya, menggali informasi dan mendengarkan kepada sumbernya secara 

langsung. Peneliti merupakan pewawancara dan sumber data adalah orang 

yang diwawancarai17. Demi mendapatkan informasi mengenai data tersebut 

maka peneliti melakukan wawancara secara mendalam (indepth interview), 

secara terbuka dan tidak terstruktur (unstructured). Tidak hanya dengan 

wawancara dalam mencari informasi, tetapi demi mendapatkan hasil yang 

dapat dibuktikan maka penulis melakukan pengumpulan data dalam bentuk 

dokumentasi. 

6. Langkah analisa data 

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode kualitatif 

dengan serangkaian informasi yang digali dari narasumber yang 

menekankan pada obyek penelitian dalam hal terkait dengan permasalahan 

kasus yang dihadapi pemilik usaha furniture. Pengumpulan data tersebut 

dilakukan dengan cara menggali informasi kepada narasumber langsung 

 
16 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),  31. 
17 Ronny Kontour, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Thesis (Jakarta: PPM, 2007), 186. 
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melalui wawancara kemudian dikemas dalam bentuk narasi, cerita secara 

mendetail, serta ungkapan bahasa asli dari narasumber. 

Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang 

menggunakan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang dan pelaku yang dapat diamati18. Proses ini dimulai dengan 

menyusun kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian kemudian 

data yang masuk dikumpulkan lalu ditafsirkan. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang dapat digunakan dalam menjelaskan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial terhadap suatu tempat. 

Objek yang digunakan berupa seluruh aspek bidang kehidupan manusia dan 

segala sesuatu yang dipengaruhi oleh manusia. 

Adapun tujuan dari penelitian kualitatif menurut penulis untuk 

menjelaskan secara jelas kondisi fakta dilapangan dan menyimpulkan 

kejadian sesuai dengan konteks dengan melakukan wawancara kepada 

narasumber secara langsung apa adanya, demi memperoleh pemahaman 

yang mendalam tentang sesuatu di lapangan. 

Terkait dengan penulisan ini dapat memunculkan suatu hasil 

penelitian yang sudah dilakukan penulis berupa penyelesaian  pembatalan 

transaksi jual beli Istishna yang berada di Kecamatan Wungu Kabupaten 

Madiun. Adapun yang menjadi persoalannya terkait dengan pembatalan 

pesanan yang dilakukan oleh konsumen terhadap pengrajin secara sepihak 

tanpa adanya kesepakatan dari pihak pengrajin serta bagaimana 

penyelesaian pembatalan jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah yang 

dilakukan di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. 

Maka jika persoalan tersebut dapat terselesaikan dengan baik dapat 

memberikan manfaat dan menambah wawasan terhadap ilmu pengetahuan 

dalam bidang fiqh muamalah. Dan semoga dapat memunculkan ide yang 

lebih baik agar dapat dikembangkan sehingga menjadi bermanfaat untuk 

yang membaca. 

Dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini, penulis 

berpedoman dan merujuk terhadap aturan buku Pedoman Penulisan Skripsi 

Program Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. 

 
18 Modul Rancangan Penelitian (Jakarta: Pusdiklat KEMENRISTEKDIKTI, 2019),  11. 



12 

G. Sistematika Penelitian 

Dalam sistematika penelitian diantaranya meliputi:  

Bab I pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan 

diakhiri dengan sub bab terakhir sistematika penulisan.  

Bab II merupakan landasan teori yang menjadi cakupan dalam memaparkan akad, 

pengertian dasar hukum tentang akad istisna, syarat dan ketentuan mengenai jual beli 

menggunakan akad istisna. 

Bab III berisi mengenai data pendukung yang digunakan sebagai acuan dalam 

melakukan penulisan. Seperti hal nya letak geografis yang mempengaruhi masyarakat 

dalam melakukan jual beli furniture yang berada di Desa Nglanduk dan Desa Karangrejo 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. 

Bab IV menjadi gambaran terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan yang 

dilakukan peneliti yang mengacu dalam rumusan masalah. Sehingga mencakup mengenai 

praktek jual beli yang ada dilapangan serta analisis hukum islam yang berkaitan dengan 

pembatalan akad istisna terhadap jual beli furniture. 

Bab V merupakan bab terakhir dalam skripsi dan berisi mengenai kesimpulan, 

saran dan penutup dari penulis dalam mengembangkan penelitian agar menjadi lebih baik 

dan dapat bermanfaat untuk orang lain. 
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BAB II  

KONSEP JUAL BELI ISTISHNA DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Tinjauan Islam terhadap Jual Beli 

1. Pengertian jual beli 

Di dalam agama islam diatur mengenai hubungan yang berkesinambungan 

antara akhlaq, akidah, ibadah dan muamalah. Muamalah adalaha aturan yang 

mengatur semua tatanan kehidupan dalam menjalankan kegiatan sosial, tidak 

hanya itu muamalah digunakan sebagai dasar dalam membangun sistem 

perekonomian yang sesuai terhadap nilai ajaran agama islam. Dengan mempelajari 

nya maka kita memperoleh bagaimana cara untuk mendapatkan rezeki dengan jalan 

yang halal dan baik serta dapat terhindar dari kemudharatan. 

Di dalam agama Islam jual beli memiliki istilah yang berasal dari bahasa 

Arab “باع “ yang berarti menjual atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. 

Lafal al-ba’i dalam bahasa arab terkadang biasa digunakan untuk kata asy-syira’ 

(beli). Maka kata al-ba’i (jual) dan kata al-syira’ (beli) mengandung arti yang 

sama. Sedangkan makna nya saling bertolak belakang. Sedangkan istilah jual beli 

dalam bahasa Arab memiliki arti pertukaran atau saling menukar. Sedangkan ilmu 

fiqih, pengertian jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan barang 

yang lain atas dasar rukun dan syarat tertentu, bisa juga mengandung pengertian 

tukar menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan ketentuan rukun 

dan syarat jual beli.  

Selanjutnya Hendi Suhendi mendefinisikan bahwa jual beli secara bahasa 

al-Bai’, at-Tijarah dan al-Mubadalah yang tetuang dalam firman Allah dibawah 

ini. 

لُوْنَ كِتٰبَ اللِّٰٰ وَاقَاَمُوا ا نَّ الَّذِيْنَ يَ ت ْ هُمْ سِرًّا وَّعَلََنيَِةً ي َّرْجُوْنَ تَِِارَةً لَّنْ تَ بُ وْرَ  ِِ الصَّلٰوةَ وَانَْ فَقُوْا مَِّا رَزَقْ ن ٰ  

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah 

dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki 

yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan 
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terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang 

tidak akan merugi (Q.S. 35[Fatir]: 29)19 

 

Sedangkan pengertian jual beli secara terminologi, mengandung arti suatu 

kegiatan tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu 

dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Pengertian lain menyebutkan 

jual beli adalah suatu bentuk tukar menukar barang atas dasar sama-sama saling 

rela dengan memindahkan milik berupa alat tukar yang disepakati.  

Kaum muslimin sepakat untuk memperbolehkan kegiatan jual beli ataupun 

kegiatan tukar menukar barang selama tidak meninggalkan kewajibannya dan 

sesuai dengan syariat agama islam. Akan tetapi jika kegiatan jual beli tersebut 

dilakukan dengan tujuan untuk membantu kemaksiatan ataupun dilakukan dengan 

tujuan haram, maka kegiatan jual beli seperti itu tidak dibolehkan dan tidak sah. 

Maka dari beberapa definisi yang sudah disebutkan diatas dapat dipahami 

bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) atas dasar 

kesepakatan kedua belah pihak yang saling merelakan sesuai dengan ketentuan 

yang telah dibenarkan oleh hukum syara20. Maksud dari ketentuan syara’ dalam 

jual beli yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan persyaratan, rukun-rukun dan 

semua yang memiliki kaitannya dengan jual beli. Namun apabila tidak terpenuhi 

rukun dan syarat maka jual beli tidak sesuai dengan ketentuan syara’. 

2. Dasar hukum jual beli (al-ba’i) 

Kegiatan jual beli adalah kegiatan yang patut dilakukan oleh umat islam 

karena hal ini merupakan suatu hukum yang diperbolehkan, sebagaimana 

tercantum dalam al-Qur’an, hadist serta ijma’ ulama. 

a. Al-Qur’an 

بوَُٰۗ َالرِّ ما رذ حا َوا َالبْايْعا ُ َاللّٰه لذ ااحا   وا

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

(Q.S. 2[Al-Baqarah] : 275)21 

 

 
19 Departemen RI, Al-Qur‟an dan terjemahan,  437 
20 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah. (Jakarta: Rajawali Press. 2002), 68 
21 Departemen RI, Al-Qur‟an dan terjemahan,  36 
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Dalam surah tersebut dinyatakan bahwa Allah SWT telah mengijinkan 

suatu transaksi jual beli sebagaimana yang telah di syariatkan dalam ajaran 

agama islam, akan tetapi tidak diperbolehkan dalam transaksi tersebut 

mengandung riba. Ada beberapa ulama yang memperbolehkan, 

mensyubhatkan maupun melarangnya. Tentunya memiliki alasaan yang 

mendasar tentang aturan riba. 

ةًَعانَْ َتِِاارا َٓاانَْتاكُوْنا َبِِلبْااطِلَِاِلَذ ايْناكُُْ َب الاكُُْ اأْكُُُوْٓاَاامْوا َت نوُْاَلَا َاٰما ينْا ِ ااَالَّذ ايُّه اضٍَيٰٓ اََتارا اقْتُلوُْٓ َت لَا وا ََُۗ نْكُُْ مِّ

حِيْمًاَ َرا َبِكُُْ نا َكا ا َاللّٰه اِنذ ََُۗ كُُْ  اانفُْسا

 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar 

suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sunggguh, Allah Maha Penyayang 

kepadamu 

(Q.S. 4[An-Nisa’]: 29)22 

 

Allah SWT memperbolehkan transaksi jual beli dengan memberinya 

peringatan agar semua berjalan sesuai dengan prinsip syari’ah yaitu dengan 

menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak yang sedang melakukan 

transaksi maupun suatu perbuatan yang dilarang oleh syari’ah agama islam. 

Maka dari itu setiap transaksi yang terjadi  harus dilakukan dengan suka sama 

suka maupun sama-sama rela.  

 

َ ا فٰتٍَفااذْكُرُواَاللّٰه نَْعارا َمِّ آَاافاضْتُُْ فااِذا ََُۗ بِّكُُْ نَْرذ ابْتاغُوْاَفاضْلًًَمِّ َجُنااحٌَاانَْت َعالايْكُُْ ايسْا امََِِۖل را رَِالحْا شْعا َالمْا عِنْدا

ِّيْاَ اۤل َالضذ امِنا َل نَْقابْلِِٖ َمِّ اِنَْكُنْتُُْ وا  ََ دٰىكُُْ َها ا اذْكُرُوْهَُكَما  وا

 

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karuia(rezeki hasil 

perniagaan) dari Rabbmu. Maka apabila kamu telah bertolah 

dari ‘Arafat. berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. 

Dan berdzikirlah (dengan menyebut)nama Allah 

sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu: dan 

 
22 Departemen RI, Al-Qur‟an dan terjemahan,  83 
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sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang 

yang sesat.  (Q.S. Al-Baqarah ayat 198) 

 

Maka maksud dari surat Al-Baqarah ayat 198 bahwa bukan menjadi 

dosa apabila kita sebagai manusia mencari karunia dari Allah SAW berupa 

rezeki yang halal dengan cara berdagang, menawarkan jasa dan menyewakan 

barang kepada sesama umat manusia. Semua upaya yang berkaitan dengan 

cara berdagang diperbolehkan untuk dilakukan, akan tetapi semua harus 

mengikuti cara-cara yang sudah diatur di dalam Al-Qur’an. 

 

b. As-Sunnah 

Mengenai usaha jual beli berdagang yang baik, Rasulullah SAW 

bersabda dalam hadist: 

:َأايهَ ئلِا َصلىَاللهَعليوَوسلمَس ُ َاالنذبِِذ افِعٍَرضيَاللهَعنوَأانذ َبْنَِرا  عانَْرِفااعاةا

َ: )االكْاسْبَِأاطْيابَُقاالا َزذارَُ،َ اهَُاالبْا وا بَْرُورٍَ)َرا َيعٍَْما َبا كُُه جُلَِبِيادِهِ,َوا لَُاالرذ ا عَا  

اكَُِ وَُاالحْا ذحا صَا .وا  

Dari Rafa’ah bin Rafi’ r.a. sesungguhnya Nabi s.a.w pernah 

ditanya kepada seorang sahabat mengenai usaha atau 

pekerjaan, apakah yang paling baik ? Rasul s.a.w. menjawab: 

usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual 

beli yang baik”. (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim) 

Dari hadist Rasulullah diatas mengandung makna bahwa al-bai’ (jual 

beli) adalah suatu perbuatan yang baik. Dalam hal jual beli seseorang akan 

berusaha dengan kemampuannya sendiri untuk menukar barang ataupun 

memenuhi kebutuhannya dengan cara jual beli yang baik. 

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, 

Rasulullah bersabda: 

نِهَ دا َالعْا ةا لاما انااَمُحْرِزَُبْنَُسا ث دذ دَِعانََْحا نَا َعانَْأابَِِالزِّ ِ دٍَعانَْعُبايْدَِاللّٰذ مذ زيِزَِبْنَُمُحا بْدَُالعْا انااَعا ث دذ َحا

َُ َاللّٰذ لىذ َصا ِ سُولَُاللّٰذ اىىَرا َنَا ةاَقاالا يْرا جَِعانَْأابَِِهُرا اةَِالْْاعْرا صا ايْعَِالحْا عانَْب رَِوا ايْعَِالغْارا َعانَْب ا لمذ سا َعالايْهَِوا  
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Telah menceritakan kepada kami (Muhriz bin Salamah Al 

‘Adani) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abdul 

Aziz bin Muhammad) dari (Ubaidullah) dari (Abu Az Zinad)  

dari (Al A’raj) dari (Abu Hurairah) ia berkata, “Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasalam melarang jual beli gharar yang 

bisa (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli 

hashah (H.R. Ibnu Majah) 

 

Makna dari hadist di atas menyatakan bahwa jual beli hukum nya 

mubah atau diperbolehkan, namun jual beli bisa menjadi haram apabila 

melakukan kecurangan salah satu contohnya dengan melakukan 

penimbunan(ihtikar) sehingga menyebabkan pelonjakan harga yang naik dan 

menguntungkan salah satu pihak. Apabila hal ini terjadi praktek semacam ini 

maka pemerintah berhak untuk memaksa para pedagang untuk menjual barang 

dengan harga yang ada di pasaran dan apabila pedagang tidak 

melaksanakannya maka dapat dikenakan sanksi karena tindakannya tersebut 

karena dapat merusak harga pasar serta mengacaukan perekonomian. 

c. Ijma’ 

Atas kesepakatan ulama, al-bai’ diperbolehkan untuk dilakukan, atas 

dasar karena manusia adalah makluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa 

bantuan orang lain maupun pertolongan dari saudaranya. Sehingga manusia 

tidak dapat memiliki segala barang yang dibutuhkan, oleh karenanya demi 

mencukupi kebutuhan tersebut maka jual beli menjadi solusi dari 

permasalahan kehidupan dan agama Islam adalah agama yang memperhatikan 

berbagai macam segi kehidupan manusia. 

Menurut Sayyid Sabiq ulama Mesir yang memiliki pengaruh besar 

terhadap reputasi nya di dunia Internasional terkait dengan fiqh dan dakwah 

Islam yang ditulis nya melalui buku nya Fiqh al-Sunnah, berkata bahwa para 

ulama sepakat terhadap kebolehan jual beli atau pada jaman Nabi Saw kegiatan 

berdagang yang telah dipraktekan hingga masa kini23. 

3. Rukun dan Syarat jual beli dalam islam 

 
23 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Terj. Kamaluddin dan marzuki, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), 47-48 
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Sebagai salah satu dasar dalam jual beli, rukun dan syarat merupakan hal 

yang terpenting. Rukun dan Syarat jual beli dalam islam merupakan akad yang 

dianggap sah dalam transaksi jual beli karena merupakan suatu hal yang paling 

utama. Secara bahasa, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar menjadi sah 

suatu pekerjaan24. Sedangkan definisi syarat menurut bahasa adalah ketentuan yang 

menjadi aturan harus diindahkan dan dilakukan25 (DIKNAS, 2002:). 

Bagi mayoritas ahli fiqih rukun ialah sesuatu yang menjadi tempat untuk 

bergantung terhadap sesuatu sehingga bisa dicerna oleh otak. Dalam menetapkan 

rukun jual beli para ulama memiliki perbedaan pendapat, seperti pendapat dari 

ulama Hanafi menyatakan bahwa rukun jual beli hanya ijab dan qabul yang 

menunjukkan tentang adanya saling tukar menukar atau melakukan gerakan / 

isyarat yang dapat menunjukkan maksud dari jual beli. Selain memenuhi rukun jual 

beli, maka syarat jual beli juga harus terpenuhi. Definisi syarat menurut ulama fiqih 

adalah sesuatu yang mengharuskan adanya hukum karena syarat merupakan sebab 

dan musabab yang ditetapkan dengan kata “syarat” terlebih dahulu. Adanya syarat 

dalam jual beli dengan maksud untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak 

dan menghindari dari kerugian. 

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bagian Kedua Pasal 

62 menyebutkan penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual-beli yang 

diwujudkan dalam harga. Dimana penjual wajib menyerahkan obyek jual-belinya 

sesuai dengan harga yang telah disepakati dan pembeli wajib menyerahkan uang 

atau benda yang setara dengan nilai obyek dari jual-belinya. Sedangkan penjual 

diperbolehkan menawarkan dagangannya dengan harga borongan, dan pembeli 

mengharuskan membeli keseluruhan barang dengan harga yang telah disepakati. 

Disisi lain pembeli tidak diperbolehkan untuk membeli barang sebagiannya saja. 

Menurut pendapat mazhab Hanafi bahwa ijab (ungkapan yang dari pembeli 

untuk membeli barang) dan qabul (ungkapan dari penjual untuk menjual 

barangnya). Sedangkan yang menjadi rukun jual beli menurut pendapatnya ada 

dalam kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.  

Oleh karena itu, karena unsur kerelaan adalah suatu hal yang sulit karena 

tidak terlihat sehingga perlu sesuatu yang dapat diukur, maka tolak ukur dalam 

 
24 Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 966 
25 Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1114 
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menunjukkan kerelaan hati seseorang dalam proses transaksi jual beli antar kedua 

belah pihak digambarkan dengan cara ijab qabul atau saling memberi dan 

menerima barang26.  

4. Hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. 

Demi mengantisipasi adanya kerugian yang dialami kedua belah pihak 

maka jual beli harus dilakukan dengan cara kejujuran, transparan, tanpa adanya 

penipuan serta kekeliruan yang mengakibatkan persengketaan antara kedua belah 

pihak. Maka demi menjaga hal yang tidak diinginkan keduanya harus 

melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi masing-masing. Salah 

satunya pihak pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran 

sedangkan pihak penjual menyerahkan barang. Agar tidak terjadi kekeliruan maka 

alangkah baik ya dilakukan penulisan dari transaksi tersebut. Sebagaimana dalam 

firman Allah SWT: 

 

ليْاكْتَُ وا ىَفااكْتُبُوْهَُُۗ مًّ سا لٍَمه َااجا ينٍَْاِلٰٰٓ َبِدا انتُُْْ اي ادا اَت نوُْٓاَاِذا َاٰما ينْا ِ ااَالَّذ ايُّه دْلَِِۖيٰٓ َبِِلعْا تِبٌٌۢ َكا ذيْناكُُْ بَْب  

Hai orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan 

hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar... 

(Q.S. 2[Al-Baqarah]: 282)27 

 

Tidak hanya dengan menuliskannya saja, akan tetapi demi menghindari 

perselisihan ataupun pemalsuan maka ditambah saksi. Sebagaimana dalam firman 

Allah SWT. 

وْناَ نَْتارْضا ااتٰنَِمِمذ امْرا جُلٌَوذ َفارا جُلايِْ َرا ذمَْياكُوْنَا الِكُُْ َفااِنَْل جا ينَِْمِنَْرِّ هِيْدا اسْتاشْهِدُوْاَشا اءََِوا هاداۤ َالشه مِنا

َ اضِلذ اَالْخُْْرٰىَُۗاانَْت َاِحْدٰىُهما كِّرا اَفاتُذا اِحْدٰىُهما  

.... Dan periksakanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(diantaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki 

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang diridhai, supaya jika 

seorang lupa maka yang seorang yang mengingatkannya.... 

(Q.S. 2[Al-Baqarah]: 282)28 

 
26 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73 
27 Departemen RI, Al-Qur‟an dan terjemahan,  48 
28 Departemen RI, Al-Qur‟an dan terjemahan,  48 
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Maka dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa diantara kedua 

belah pihak penjual maupun pembeli mempunyai hak dan kewajiban yang harus 

dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hal ini diatur dalam Al-qur’an 

untuk mengantisipasi adanya perselisihan diantara kedua pihak. 

 

B. Tinjauan Islam terhadap Jual Beli Istishna’ 

1. Pengertian Jual Beli Istishna 

Di dalam kitab al-Mishbaah al-Muniir dijelaskan secara bahasa bahwa akad 

istishna’ memiliki arti “thalamus shun’ah” (meminta dibuatkan barang). Maksud 

dari arti tersebut yaitu ketika mustashni’ (pembeli) meminta untuk dibuatkan 

barang sebagaimana yang telah diperjanjikan kepada shani’ (pembuat/pembeli) 

karena dalam pekerjaannya. Para fuqoha berpendapat bahwa istishna’’ dapat 

didefinisikan sebagai akad untuk meminta dibuatkan sebuah barang tertentu yang 

dilakukan oleh seseorang dalam tanggungan29. 

Menurut jumhur ulama, akad istishna’ memiliki kesamaan dengan akad 

salam dimana dalam hal pesanan terlebih dahulu dibuat dengan spesifikasi yang 

diinginkan. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal sistem pembayaran, akad 

istishna bisa dilakukan di awal, pada saat pertengahan pengerjaan ataupun diakhir 

pengerjaan sedangkan sistem pembayaran akad salam dilakukan sebelum barang 

diterima. Di dalam akad istishna bahan baku pembuatan berasal dari pengrajin 

(shani’). Apabila bahan baku berasal dari pemesan, maka akad tersebut disebut 

akad ijarah (sewa). Sebagian ulama berpendapat bahwa objek dari akad ini berupa 

pengerjaan pembuatan barang saja, karena akad istishna merupakan pembuatan 

barang sehingga bentuknya adalah pekerjaan, bukan barang30 

Menurut ulama Hanafiah akad istishna merupakan akad jual beli terhadap 

suatu barang pesanan, melainkan bukan merupakan suatu pengerjaan pembuatan. 

Dan juga akad ini bukan suatu janji atas pekerjaan. Jadi apabila pengrajin 

memberikan barang yang tidak dibuat sendiri atau di buat sebelum akad tetapi 

sesuai dengan yang diinginkan, maka hal ini termasuk yang dibenarkan31.  

 
29 Wahbah Az-Zuhaili, op. cit.  268 
30 Wahbah Az-Zuhaili, loc. cit.  268 
31 Ibid.  269 
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Para ulama berpendapat mengenai “keabsahan” terhadap ba’i istishna’. 

Menurut ulama Hanafi akad ini termasuk dilarang karena dapat bertentangan 

dengan ba’i secara qiyas. Yang menjadi dasar dilarangnya akad ini bahwa kontrak 

penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Akan tetapi meski dilarang, mazhab 

Hanafi sepakat terhadap kontrak istishna. Alasannya sebagai berikut: 

a. Akad istishna telah menjadi kebiasaan oleh masyarakat secara luas dan terus-

menerus menjadi kebiasaan dan tanpa ada keberatan. Sehingga akad istishna 

menjadi konsensus secara umum. 

b. Dalam syariah dapat dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas 

berdasarkan ijma’ 

c. Eksistensi terhadap akad istishna di masyarakat sangat dibutuhkan, sehingga 

mereka cenderung menggunakan akad istishna untuk memenuhi kebutuhan 

yang sesuai keinginan. 

d. Ba’i al-istishna’ merupakan jual beli yang sah dan sesuai dengan aturan 

umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan aturan 

syariah. 

 

Secara hakikat menurut ulama mazhab Hanafi akad istishna memiliki 

pengertian yang berbeda. Karena menganggap akad jual beli barang yang disertai 

dengan syarat pengolahan barang, atau berupa gabungan akad salam dengan jual 

beli jasa (ijarah). Dan sebagian lainnya beranggapan bahwa akad istishna berupa 2 

akad yang dilakukan sekaligus yaitu akad ijarah dan akad jual beli. Karena pada 

saat awal terjadinya akad istishna berupa akad ijarah (jual jasa), setelah barang jadi 

dan pihak kedua menyelesaikan pekerjaan dari produksi barang yang dipesan 

sehingga akad nya berubah menjadi akad jual beli. Akan tetapi pendapat pertama 

lebih sesuai dengan fakta terhadap akad istishna. Karena berpendapat pihak 

pertama berupa pemesan dan pihak kedua produsen hanya melakukan sekali akad. 

Pada saat akad pemesan bersedia membeli barang yang dimiliki oleh produsen, 

dengan syarat mengolahnya terlebih dahulu hingga menjadi barang yang 

diinginkan pemesan. 

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi ba’i istishna’ 

yaitu berupa suatu kontrak penjualan antara pembeli (mustahni’) dan pengrajin 

(shani’). Dimana pengrajin menerima pesanan dari pembeli, kemudian pembeli 

menyebutkan spesifikasi barang yang diinginkan. Setelah kedua belah pihak 
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sepakat atas harga dan sistem pembayaran yang dilakukan secara cash atau cicilan, 

atau bahkan pesanan tersebut ditangguhkan sampai dengan waktu yang akan 

datang. 

2. Dasar hukum 

e. Al- Qur’an 

Dasar hukum akad istishna dapat diambil dari dalil yang 

menghalalkan adanya jual beli, menurut firman Allah SWT dibawah ini 

sebagai berikut: 

َُۗ بوٰا َالرِّ ما رذ حا َوا َالبْايْعا ُ َاللّٰه لذ ااحا  وا

... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan adanya riba ...  

(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275)32 

 

ََ هُوا اتٍَوا وا ا َسَا بْعا َس ا اهُنذ وذ اءَِفاسا ما َالسذ ىَإِلٰا تاوا يعًاَثُُذَاس ْ ِ اَفَِِالْْارْضَِجَا َما َلاكُُْ لاقا يَخا ِ َالَّذ هُوا

ءٍَعالِيَ ْ َشَا  بِكُُِّ

Dia-lah Allah yang menjadikan nya segala yang ada di bumi 

untuk kamu dan Dia yang berkehendak atas menciptakan 

langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha 

Mengetahui segala sesuatu.  

(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 29)33 

 

f. Hadist 

Dasar hukum akad Istishna berdasarkan hadist As-Sunnah. 

بْدَُاللهَبْنَُعَرٍَواَ َبْنَُعا انااَكاثيُِْْ ث قادِىَْحدذ ثنااَابوَُعاامِرَِالعْا دذ اَ لًلَُحا نَُبْنَُعالِىَالخْا سا انااَالحْا ث دذ َبْنََِحا

َاللهَعليهَِ َاللهَصلىى سُوْلا َرا هَِأنذ َعنَْجدِّ نِْ َالََْابَِِعاوفَِالمُْزا َالمُْسْلِمِيْا ايْا لْحَُجاِئزٌَب َالصه سلمذ وا

وْطِهمَِْ َعلىَشُُُ َحرامًاَوالمسُْلِمُوْنا لًلًََاوَااحلذ َحا ما اماََصُلحْاًَحرذ را َحا لذ لًََاوَاحا لًا مَحا الَْشُْطًاَحرذ  

 

 Diceritakan Al-Hasan bin Ali Al-Khalal, di ceritakan Abu 

Amiral-Aqdi, diceritakan Kathir bin Abdullah bin Amr bin Abi 

Awf Almazani, dari bapaknya, dari kakeknya, sesungguhnya 

Rasulullah SAW. Bersabda: perdamaian itu diperbolehkan 

sesama muslim dengan baik, tetapi tidak mengharamkan yang 

halal dan menghalalkan yang haram, pada prinsipnya orang 

 
32 Departemen RI, Al-Qur‟an dan terjemahan,  47 
33 Departemen RI, Al-Qur‟an dan terjemahan,  5 
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islam itu sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, kecuali 

syarat mengharamkan ynag halal atau menghalalkan yang 

haram. (HR. Tirmizi))34 

 

Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwasannya jual beli 

adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan Rasulullah SAW. Pada saat 

jual beli seseorang berusaha untuk saling membantu, bertukar barang dan 

memenuhi kebutuhannya. 

g. Al-Ijma’ 

Sebagian ulama berpendapat bahwa pada dasarnya umat islam 

bersepakat bahwa akad istishna adalah akad yang dibenarkan dan telah 

dijalankan sejak jaman dahulu tanpa seorang sahabat atau ulama yang 

mengingkarinya. Tidak hanya itu, jual beli yang dilakukan didasari atas 

rasa kemanusiaan sosial yang sama-sama saling membutuhkan kebutuhan 

hidupnya. Dengan demikian tidak ada alasan untuk melarangnya, yang 

terpenting adalah sesuai dengan aturan kaidah agama Islam. 

3. Rukun dalam Jual Beli Istishna’ 

Menurut ulama mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali, memberikan 

pendapat tentang rukun akad istishna berupa suatu perbuatan ijab dan qabul yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar kerelaan. Seperti contoh ijab qabul 

yang dilakukan kedua belah pihak yang berakad: “tolong buatkan ukiran lemari 

yang dapat menampung dokumen dan memiliki bentuk yang estetik”. Kemudian 

pihak pengrajin pun menjawab: “saya terima pesanannya dan siap saya kerjakan”. 

Sedangkan menurut pendapat ulama mazhab Maliki, rukun jual beli istishna sama 

halnya dengan rukun akad salam, yaitu35: 

1. Muslam (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang 

yang diinginkan 

2. Muslan ilayh (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan 

3. Thaman (modal atau uang) 

4. Muslan fihi adalah barang yang diperjual belikan 

5. Sighat (ijab dan qabul) 

 

 
34 Abu Azzam Al-Hadi, Fiqih Muamalah Kontemporer (Depok: Rajawali Pres,2017), 
35 Abu Azam Al hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017),  216. 
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Maka dengan kita memahami hakikat dari akad istishna, maka kita dapat 

memahami hal yang diperbolehkan dari akad istishna menurut ulama mazhab 

Hanafi sebagaimana yang berlaku juga di dalam akad salam, yaitu36: 

a. Adanya kejelasan dalam jenis, macam, ukuran dan kriteria barang, agar 

mencegah terjadinya persengketaan diantara kedua belah pihak pada saat 

penyerahan barang. 

b. Tidak ada pembatasan dalam menyerahkan barang. Karena apabila 

ditentukan dalam waktu penyerahan barang ini, maka secara otomatis 

berubah menjadi akad salam sehingga berlaku semua aturan hukum dari 

akad salam. Akan tetapi pembatasan dalam menyerahkan barang telah 

menjadi tradisi kebiasaan masyarakat sekitar sejak dahulu kala dalam akad 

istishna. Sehingga tidak ada larangan dalam penentuan waktu penyerahan 

barang pesanan. 

c. Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa dipesan dengan akad 

istishna. Persyaratan ini menjadi tradisi umat islam yang berlangsung sejak 

dahulu kala dan dibenarkan pada barang-barang yang biasa diperoleh 

masyarakat dengan skema akad istishna. 

 

Berdasarkan ketentuan akad istishna tidak ada yang mengikat, baik dari 

sebelum pembuatan barang ataupun sesudah pembuatan dari barang pesanan. 

Semua pihak memiliki hak pilih (hak khiyar) dalam membatalkan, meninggalkan 

ataupun memilih baik sebelum pembeli (mustasni’) melihat barang yang dipesan 

ataupun sesudah melihat barangnya. Apabila pembuat (sani’) telah menjual barang 

pesanan (masnu’) sebelum pemesan melihatnya, maka hal ini diperbolehkan. 

Karena akad istishna bersifat tidak mengikat. 

Lain hal nya jika pengrajin membawa barang pesanan kepada pemesan dan 

dilihat olehnya, maka hak khiyar-nya menjadi gugur. Karena ia telah merelakan 

pesanannya dilihat oleh pembeli. Namun bagi pemesan yang telah melihat barang 

pesanan maka ia tetap memiliki hak khiyar. Jika pesanan tersebut sesuai dengan 

keinginannya maka kontrak akan berlangsung, dan jika tidak sesuai maka kontrak 

batal adanya, pendapat ini menurut Abu Hanifah.  

Berbeda halnya Abu Yusuf, apabila pemesan telah melihat barang pesanan 

dan sesuai dengan spesifikasinya, maka akad ini menjadi lazim dan pemesan tidak 

 
36 Abu Azam Al Hadi, loc. cit. 
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memiliki hak khiyar. Namun jika pengrajin datang kepada pemesan dengan 

membawa barang pesanan yang telah sesuai dengan spesifikasi yang 

dipersyaratkan, maka hukum kontrak menjadi kepemilikan yang tidak mengikat 

(ghair lazim) kepada hak pemesan, sehingga ia memiliki pilihan untuk melihat 

(khiyar rukyah). Apabila pemesan sudah melihatnya, maka bisa menentukan untuk 

meneruskan atau meninggalkan kontrak. 

Dari sisi pengrajin, bilamana hukum kontrak ditetapkan atas kepemilikan 

yang mengikat dan pemesan telah melihatnya, sehingga pembuat tidak bisa 

menolaknya atau tidak memiliki hak pilih (khiyar). Dibawah ini perbedaan antara 

kontrak akad salam dan akad istishna37. 

Tabel 2.1: Perbedaan Salam dan Istishna’ 

Subjek Salam Istishna Aturan dan keterangan 

Pokok kontrak Muslam Fihi Masnu’ Barang ditangguhkan dengan 

spesifikasi tertentu. 

Harga Dibayar pada saat 

kontrak 

Pembayaran bisa 

pada saat kontrak, 

bisa diangsur, bisa 

juga di kemudian 

hari 

Dalam hal cara penyelesaian 

pembayaran memiliki 

perbedaan utama antara salam 

dan istishna. 

Sifat kontrak Mengikat secara 

asli (tabi’i) 

Mengikat secara 

ikutan (taba’i) 

Salam mengikat di semua 

pihak sejak semula, 

sedangkan istishna menjadi 

pengikat untuk melindungi 

produsen sehingga tidak 

ditinggalkan begitu saja oleh 

konsumen secara tidak 

bertanggung jawab 

Kontrak paralel Salam Paralel Istishna Paralel Baik salam paralel maupun 

istishna paralel memiliki 

 
37 Ibid,  221 
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hukum sah, asalkan kedua 

kontrak sah secara hukum. 

 

ii. Syarat Sah dalam Ba’i Istishna’ 

Para ulama Hanafi memiliki tiga pendapat mengenai syarat keabsahan akad 

istishna. Bilamana akad tersebut tidak terpenuhi sesuai dengan syarat akad maka 

akad tersebut menjadi rusak. Demi menghindari hal tersebut maka ulama Hanafiah 

memiliki pendapat sebagai berikut38: 

a. Menjelaskan mengenai jenis, tipe, dan bentuk barang yang dipesan. 

Dalam menjelaskan spesifikasi barang yang dipesan harus 

dilakukan dengan baik, jika pembeli tidak menjelaskan spesifikasi 

barang secara baik maka akad ini menjadi rusak, karena 

ketidakjelasan yang mengakibatkan pertikaian 

b. Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan oleh 

pembuatnya. 

Dalam pemesanan barang, pemesan diharuskan memesan 

barang yang sesuai dengan kemampuan yang biasa dibuat pengrajin. 

Pemesan barang tetap bisa melakukan pemesanan barang melainkan 

berubah akad menjadi akad salam bila seluruh akad nya terpenuhi. 

Namun seiring berjalannya waktu dan tempat, maka diperbolehkan 

memesan barang apapun karena masyarakat terlah terbiasa 

melakukan hal ini. 

c. Tidak menyebutkan batas waktu penyerahan barang. 

Menurut pendapat Abu Hanifah, jika kedua belah pihak 

menyebutkan batas waktu penyerahan barang pada saat transaksi 

berlangsung maka rusaklah akad tersebut dan berubah menjadi akad 

salam. Karena akad salam terdapat salah satu syarat menyebutkan 

batas waktu dalam penyerahan barang. 

 

iii. Asas perjanjian (kontrak) bisnis dalam Hukum Islam 

1. Asas ibadah (Mabda’ al-Ibadahi) 

 
38 Wahbah Az-Zuhaili.  271-272 
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Di dalam perjanjian bisnis hukum Islam asas ibadah berperan 

sebagai asas yang umum terjadi. Sehingga terdapat aturan bahwa segala 

sesuatu boleh dilakukan sampai adanya dalil yang melarangnya. Bila 

dikaitkan dengan perjanjian bisnis maka berarti bahwa segala tindakan 

hukum dan perjanjian dapat dilakukan selama tidak ada larangan 

tentang perjanjian yang mengaturnya39. 

2. Asas kebebasan dalam Berakad (Mabda Harriyah at-Ta’aqud) 

Hukum Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang 

dalam melakukan perjanjian bisnis syariah. Setiap orang diberi 

kebebasan dalam berakad tanpa terikat aturan yang telah ditentukan 

dalam undang-undang Syariah sesuai dengan kepentingannya, selama 

tidak terdapat unsur riba di dalamnya. 

3. Asas Konsesualisme (Mabda’ ar-Radha’iyyah) 

Dalam hukum Islam perjanjian bisnis bersifat konsensualisme. 

Konsensualisme adalah perjanjian yang cukup dicapai ketika kata 

sepakat diantara kedua belah pihak terucap, sehingga tidak perlu 

memenuhi unsur formalitas. 

4. Asas janji yang Mengikat 

Di dalam Al-Qur’an dan Hadist banyak perintah agar selalu 

memenuhi janji kepada sesama. Dalam kitab-kitab fiqh para ulama juga 

selalu mengedepankan agar selalu menepati janji terutama yang 

memiliki kaitanya dengan akad mu’amalah, tidak hanya merupakan 

sikap yang terpuji, melainkan juga pelaksanaan dari hukum wajib yang 

mendapat pahala dari Allah SWT.  

Dari Abu Hurairah ra. bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: 

“tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu: bila berkata ia dusta, apabila 

berjanji ia melanggar, dan apabila dipercaya ia berkhianat”. 

5. Asas amanah 

Dengan menggunakan asas amanah dalam transaksi jual beli 

akad istishna, kedua pihak harus memiliki itikad baik dan tidak 

dibenarkan jika salah satu pihak mengkhianati pihak lainnya. Pengrajin 

amanah dalam mengerjakan pesanannya, sedangkan pembeli amanah 

 
39 Muhammad Ardi, Asas-asas perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istishna, 

Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14 No. 2 (Desember 2016),  267. 
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dalam menyelesaikan pembayarannya. Oleh karena itu dalam hukum 

perjanjian Islam dituntut untuk bersikap amanah kepada para pihak 

yang bertransaksi. 

4. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembatalan akad 

Dalam proses transaksi jual beli pesanan banyak perselisihan yang 

dapat dimungkinkan terjadi. Oleh karena itu, dalam melakukan akad jual 

beli sebaiknya dilakukan dengan jelas kepada kedua belah pihak antara 

penjual dan pembeli agar dapat menekan risiko sengketa sekecil mungkin 

terhindari. Adapun penyebab dapat dibatalkannya suatu akad, diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir 

Suatu perjanjian dapat berakhir apabila didasari pada jangka waktu 

tertentu, dalam hal ini terbatas tergantung kesepakatan yang telah 

disepakati. Bilamana jangka waktu yang telah disepakati telah 

berakhir maka secara otomatis akad tersebut menjadi batal dengan 

sendirinya sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam Al-

Qur’an. 

دًَ َااحا اهِرُوْاَعالايْكُُْ امَْيظُا ل يْـ اًَوذ انْقُصُوْكَُْشا امَْي َثُُذَل َالمُْشِْْكِيْا نا َمِّ ْ دْتُّه َعااها ينْا ِ َالَّذ مَْاِلَذ ايِْْ اَاِل وْٓ اَفاااتِمه

َالْمُتذقِيْاَ به َيُُِ ا َاللّٰه َاِنذ مُْۗ تِِِ َاِلَٰٰمُدذ هُُْ هْدا  عا

Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian 

dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi 

perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang 

memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya 

sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang bertakwa (Q.S. 9 [At-Taubah]: 4)40 

 

2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian 

Bilamana terdapat salah satu pihak yang menyimpang dari apa yang 

diperjanjikan bersama, maka salah satu pihak penjual atau pembeli 

dapat membatalkan perjanjian tersebut. 

هَ وَعِنْدََ الٰلَِّ عِنْدََ عَهْدَ  للِْمُشِْْكِيََْ يكَُوْنَُ كَيْفََ ينََْ اِلََّ رَسُوْلِِ المَْسْجِدَِ عِنْدََ عاَهَدْتَُّْ الََِّ  

تَقاَمُوْا فمََا الحَْرَامَِ  تَقِيْمُوْا لكََُْ اس ْ بَُ الٰلََّ اِنَََۗلهَمَُْ فاَس ْ المُْتقَِيََْ يُُِ  

 
40 Departemen RI, Al-Qur‟an dan terjemahan,  187 
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Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan 

Rasul-Nya dengan orang-orang yang musyrik, kecuali dengan 

orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan 

mereka) di dekat Masjidilharam (Hudaibiyah), maka selama 

mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur 

(pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang 

yang bertakwaí.  (Q.S. 9 [At-Taubah]: 7)41 

 

3. Jika terdapat unsur pengkhianatan dalam transaksi jual beli 

Apabila dalam melakukan transaksi jual beli dan sudah mencapai 

kesepakatan dalam berakad antara penjual dan pembeli, dari salah 

satu pihak terdapat unsur berkhianat kepada salah satu pihak, maka 

perjanjian tersebut dapat dibatalkan. 

اَ َاللّٰه اِنذ اۤءٍَُۗ وا مَْعالٰىَسا ايِْْ ٌْۢبِذَْاِل اةًَفاان َمِنَْقاوْمٍَخِياان اافانذ اَتَا اِمذ َوا نيِْا
ِٕ
اۤى َالخْا به َيُُِ َࣖلَا  

Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) 

pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah 

perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, 

Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.   

(Q.S. 8 [Al-Anfal] : 58)42 

5. Batal dan berakhirnya jual beli 

Suatu jual beli dapat menjadi batal apabila akad tersebut tidak sesuai 

dengan dasar dan sifat yang tidak diperbolehkan dan tidak memenuhi salah satu 

rukun dan syarat yang ditentukan, yaitu: 

b. Bahwa akad tersebut tidak ada wujud syar’i dan karena itu tidak 

melahirkan akibat hukum. 

c. Bahwa apabila suatu akad yang dilaksanakan oleh para pihak yang 

berakad menjadi batal, itu wajib untuk dikembalikan kepada keadaan 

semula sesuai pada waktu sebelum di laksanakan akad. 

d. Akad yang batal tidak perlu di fasakh (dilakukan pembatalan) karena sejak 

awal akad sudah batal dan dianggap tidak pernah ada. 

 
41 Departemen RI, Al-Qur‟an dan terjemahan,  188 
42 Departemen RI, Al-Qur‟an dan terjemahan,  184 
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Berakhirnya terhadap suatu akad apabila telah mencapai tujuan yang 

disepakati. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang 

telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. 

Selain telah mencapai tujuannya, akad dapat dipandang berakhir apabila terjadi 

fasakh atau telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai 

berikut43: 

a. Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan 

syara‟, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya jual beli 

barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan. 

b. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat, atau 

mejelis. 

c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena 

menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan cara ini 

disebut dengan iqalah. 

d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, karena adanya akad tidak 

dipenuhi oleh pihak bersangkutan. Misalnya dalam khiyar pembayaran 

(khiyar naqd) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya 

kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu 

harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli 

dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan 

tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal). 

e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka 

waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang 

f. Karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwewenang 

g. Karena salah satu pihak ada yang telah meninggal dunia, namun ada 

beberapa ulama yang berpendapat meski ada yang telah meninggal 

dunia tidak langsung secara otomatis terbatalkan. 

Secara umum, pembatalan akad (perjanjian) tidak mungkin dilaksanakan 

karena dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam 

perjanjian tersebut. Sekalipun demikian, pembatalan perjanjian dapat dilakukan 

dalam keadaan berikut44: 

 
43 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), 100 

44 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. III , 10 
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a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir 

Suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu 

(mempunyai jangka waktu yang terbatas). Apabila telah sampai pada 

waktu yang telah diperjanjikan maka secara otomatis (langsung tanpa 

ada perbuatan hukum lain) menjadi batal perjanjian yang telah 

diadakan para pihak. Dasar hukumnya dapat dilihat dalam ketentuan 

hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an surat at-Taubah ayat 4 

دًَ َااحا اهِرُوْاَعالايْكُُْ امَْيظُا ل يْـ اًَوذ انْقُصُوْكَُْشا امَْي َثُُذَل َالمُْشِْْكِيْا نا َمِّ ْ دْتُّه َعااها ينْا ِ َالَّذ اََاَفاَاِلَذ وْٓ ااتِمه

اَ َاللّٰه َاِنذ مُْۗ تِِِ َاِلَٰٰمُدذ هُُْ هْدا مَْعا ايِْْ َالمُْتذقِيْاَاِل به َيُُِ  

Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian 

dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi 

perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang 

memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya 

sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang 

bertakwa.  

(Q.S. 9[At-Taubah]: 4)45 

 

b. Salah satu pihak menyimpang dari yang diperjanjikan  

Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan menyimpang 

dari perjanjian, pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. 

Sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur’an surat at-Taubah ayat 7 

يَْ ِ َالَّذ َٓاِلَذ سُوْلِٖ َرا عِنْدا َوا ِ َاللّٰه هْدٌَعِنْدا َعا َياكُوْنَُللِْمُشِْْكِيْا سْجِدَِكايْفا َالمْا َعِنْدا ْ دْتُّه َعااها نا

اهمَُُْۗاَِ تاقِيْمُوْاَل َفااس ْ تاقاامُوْاَلاكُُْ اَاس ْ َفاما امِ  را َالمُْتذقِيْاَالحْا به َيُُِ ا َاللّٰه نذ  

Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasul-

Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang 

kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat 

Masjidilharam (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku jujur 

terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. 

Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. 

(Q.S. 9[At-Taubah]: 7)46 

 

Dari ketentuan ayat di atas, khususnya dalam kalimat “selama 

mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula 

terhadap mereka.” Dalam hal ini, terkandung pengertian apabila salah 

 
45 Departemen RI, Al-Qur‟an dan terjemahan,  187 

46 Departemen RI, Al-Qur‟an dan terjemahan,  188 
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satu pihak tidak berlaku jujur, pihak yang lain boleh membatalkan 

perjanjian yang telah disepakati. 

c. Jika terdapat kelancangan dan bukti penghianatan 

Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang tidak baik 

serta terdapat unsur untuk menciderai lawannya didukung 

dengan bukti-bukti, maka perjanjian yang telah diikat dapat 

dibatalkan. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an surat al-

Anfal ayat 58 

َ نيِْا
ِٕ
اۤى َالخْا به َيُُِ َلَا ا َاللّٰه اِنذ اۤءٍَُۗ وا مَْعالٰىَسا ايِْْ ٌْۢبِذَْاِل اةًَفاان َمِنَْقاوْمٍَخِياان اافانذ اَتَا اِمذ ࣖوا  

Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) 

pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah 

perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. 

Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. 

(Q.S. 8[Al-Anfal]: 58)47 

 

Adapun mengenai suatu pembatalan akad dalam perjanjian kedua belah 

pihak harus melalui prosedur yang telah dibenarkan oleh hukum perjanjian dalam 

islam. Prosedur yang harus ditempuh adalah sebagai berikut48: 

a. Memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang melakukan 

perjanjian, misalnya kreditur memberitahukan kepada debitur atau 

sebaliknya. 

b. Mengemukakan alasan yang diajukan pembatalan beserta bukti. 

c. Memberikan tenggang waktu agar pihak yang akan menerima 

pembatalan mempersiapkan keadaan. 

d. Pembatalan harus dilakukan dengan jalan damai sehingga tidak 

mengakibatkan permusuhan dan putus silaturahmi. 

e. Pembatalan dapat dilakukan dengan jalan perang apabila pihak lain 

mendahului penyerangan dan pengkhianatan terhadap perjanjian. 

Berdasarkan prosedur di atas dapat dipahami bahwa suatu akad dapat 

dibatalkan apabila terdapat persetujuan dan keridhaan dari kedua belah pihak yang 

melakukan akad tersebut. Apabila pembatalan tersebut dilakukan secara sepihak 

 
47 Departemen RI, Al-Qur‟an dan terjemahan,  184 
48 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. 

III , 10 
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ataupun tanpa adanya persetujuan dari pihak lain, maka akadnya dinyatakan masih 

memiliki ikatan hukum antara kedua belah pihak sampai berakhirnya akad.   

6. Penyelesaian pembatalan jual beli Istishna’ berdasar KUHPerdata 

Jual beli terjadi bilamana terdapat persetujuan antara pihak yang 

menginginkan untuk menyerahkan suatu barang dengan pihak yang membayarkan 

harga yang dijanjikan. Ketika seseorang dalam melakukan perjanjian transaksi jual 

beli sehingga kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai harga dan barang 

yang diinginkan maka hal itu dapat dianggap sebagai perjanjian yang telah terjadi 

diantara kedua belah pihak. Diantara para pihak yang bersepakat memiliki hak dan 

kewajiban masing-masing, pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang 

dan menentukan harga barang. Sedangkan pihak pembeli berkewajiban untuk 

membayar harga dan berhak untuk menerima barang yang diperjanjikan.  

Berdasarkan bunyi Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya 

disebut “KUHPerdata”) yang menyebutkan: Jual beli dianggap telah terjadi antara 

kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang 

barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harga 

belum dibayar49. 

Syarat sah mengenai suatu perjanjian diatur juga dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yaitu tercantum pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”) yang berbunyi50: 

Supaya terjadi persetujuan yang sah, maka perlu dipenuhi empat syarat; 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu pokok persoalan tertentu; 

4. Suatu sebab yang tidak terlarang; 

Apabila dapat memenuhi empat syarat sahnya perjanjian diatas, maka 

perjanjian tersebut menjadi sah dan mengikat bagi para pihak. Jika melihat salah 

satu syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya 

kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui 

internet adalah anak di bawah umur, maka hal ini mungkin terjadi karena untuk 

 
49 Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
50 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah dan 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit.  

Terdapat unsur-unsur yang menjadikan syarat sah perjanjian tercantum 

dalam Pasal 1320 KUHPerdata penjelasannya sebagai berikut : 

a. Kesepakatan untuk mengikat 

Dengan diperlakukan kata sepakat untuk mengadakan suatu 

perjanjian, berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai 

kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang 

mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. 

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang 

disetujui antara para pihak. 

b. Kecakapan dalam perikatan 

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu 

perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk 

melakukan tindakan hukum. Kecakapan artinya orang tersebut menurut 

hukum dapat dikategorikan melakukan perbuatan hukum; seperti sudah 

dewasa, tidak dibawah pengampuan dan tidak cacat mental. 

c. Suatu persoalan tertentu 

Suatu persoalan tertentu yang memiliki kaitan dengan objek 

perjanjian hal ini tercantum dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 

1334 KUHPerdata. Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam 

Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 antara lain : 

1. Objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu 

yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya dan dapat 

dihitung 

2. Objek barang yang dapat diperdagangkan dapat menjadi pokok 

perjanjian(barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan 

umum tidak dapat menjadi objek perjanjian). 

3. Objek yang diperjanjikan tidak dilarang oleh undang-undang 

secara jelas 

Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena tidak dapat 

ditentukan jenisnya, atau tidak dapat diperdagangkan, atau tidak dapat 
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dinilai dengan uang, atau yang tidak mungkin dilakukan karena 

melanggar undang-undang, menjadi batal demi hukum. 

d. Suatu sebab yang halal 

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah adanya 

suatu sebab yang halal. Undang-undang tidak memberikan pengertian 

tentang sebab yang halal (dalam bahasa Belanda oorzaak, bahasa Latin 

causa). Pengertian causa bukan menjadi sebab yang mendorong para 

pihak mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari 

seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian 

hukum. Dan terpenting sebab Causa tersebut tidak bertentangan 

dengan Undang-undang, kesusilaan dan tidak melanggar ketertiban 

umum51. 

Kemudian dalam hal penggolongan dari butir angka Pasal 1320 

KUHPerdata terdapat penggolongan angka 1 dan angka 2 disebut syarat subyektif 

karena berkaitan dengan subyek yang diperjanjikan. Sedangkan pada 

penggolongan angka 3 dan angka 4 disebut dengan objektif karena berkenaan 

dengan objek yang diperjanjikan. Apabila dalam perjanjian terdapat 

pelanggaran/cacat terhadap ketentuan yang telah disebutkan pada angka 1 dan 

angka 2, maka dimungkinkan perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. 

Dengan tidak mengurangi pelanggaran/kecacatan terhadap ketentuan yang telah 

dimaksud dalam angka 3 dan angka 4, maka perjanjian yang telah dibuat dianggap 

batal demi hukum, bahkan tanpa diminta pembatalan tetap dianggap batal. 

Namun bila perjanjian transaksi jual beli yang dibuat sesuai dengan 

undang-undang maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya sebagaimana yang diperjanjikan. Kemudian bergeser pada istilah DP 

(Down Payment) atau Uang muka atau lebih dikenal dengan uang panjar menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa uang yang dibayarkan 

terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian kepada penjual. Selanjutnya pada 

Pasal 1464 KUHPerdata mengatur mengenai uang panjar yang berbunyi “jika 

pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak 

 
51Hukum online,  https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7018/pembatalan-jual-beli diakses pada tanggal 

13 Oktober 2021 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7018/pembatalan-jual-beli
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dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan 

uang panjarnya.” 

Jadi pada pokoknya apabila sudah melakukan suatu transaksi jual beli dan 

sudah saling sepakat mengenai harga kemudian pihak pembeli memberikan uang 

panjar kepada penjual, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan suatu jual 

beli tersebut. Kemudian apabila terpaksa harus dibatalkan, maka pembatalan 

tersebut harus melalui kesepakatan antar kedua belah pihak sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi: Semua persetujuan yang dibuat dengan 

undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah 

pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan 

itu harus dilaksanakan dengan itikad baik52. 

Kemudian jika melihat dari aspek mengenai perlindungan konsumen, 

berdasarkan Pasal 4 juncto Pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan “UUPK”) menyebutkan 

bahwa53: 

Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen 

“Hak konsumen adalah: 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa; 

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan; 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan 

barang dan/atau jasa; 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan; 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

 
52 Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
53 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 



37 

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya; 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” 

Sedangkan Pasal 16 Undang-undang Perlindungan Konsumen berbunyi: 

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan 

dilarang untuk: 

1. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai 

dengan yang dijanjikan; 

2. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. 

Sehingga dari penjelasan mengenai Pasal 4 jo. Pasal 16 Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa apabila 

pembeli menerima barang yang sedang ditransaksikan tidak sesuai dengan apa 

yang diperjanjikan, maka pembeli memiliki hak untuk mendapat kompensasi, ganti 

rugi dan atau penggantian barang sesuai dengan apa yang diperjanjikan dari pihak 

penjual. 

7. Pembatalan Akad Sepihak 

Suatu perjanjian dapat hapus selain atas persetujuan dari kedua belah pihak, 

juga dapat hapus karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup 

untuk itu. Dalam praktiknya, perjanjian hapus karena: 

e. Ditentukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. 

f. Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian. 

g. Terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban. 

Adakalanya pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan 

suatu perbuatan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuatnya. 

Pihak yang melaksanakan tersebut dinamakan wanprestasi. Suatu 

perjanjian akan hapus apabila salah satu pihak melakukan 

wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang 
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telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, yaitu kesengajaan atau 

kelalaian, dan karena keadaan memaksa. 

 

Akad dapat berakhir jika disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad 

tersebut tidak mempunyai tenggang waktu. 

2. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad 

tersebut sifatnya tidak mengikat. 

3. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap 

berakhir jika : 

i. Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terdapat 

unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya 

tidak terpenuhi, 

ii. Berlakunya hak khiyar syarat, aib, atau rukyat, 

iii. Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak 

secara sempurna, 

iv. Terdapat salah satu yang meninggal dunia. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK JUAL BELI DENGAN CARA PESANAN DI 

KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN 

 

A. Gambaran Umum wilayah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun  

1. Kondisi Geografis 

Kecamatan Wungu terhampar seluas 45,54 km2 yang merupakan salah satu 

dari 15 kecamatan di Kabupaten Madiun dengan batas-batas wilayah nya sebagai 

berikut: 

Batas-batas wilayah 

Utara  : Kecamtan Madiun Kabupaten Madiun 

Timur  : Kecamatan Kare Kabupaten Madiun 

Selatan  : Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun 

Barat  : Kecamatan Taman Kota Madiun 

Pada wilayah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun terletak pada 

ketinggian antara 61 mdpl sampai 432 mdpl dengan kondisi seluruh wilayah 

kecamatan bertopografi datar. 

2. Pemerintahan 

Kecamatan Wungu terdiri dari 14 kelurahan/desa dengan jumlah RW 

sebanyak 61 dan jumlah RT sebanyak 392. Adapun nama-nama desa yang berada 

di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut: 

1 Sidorejo 8 Wungu 

2 Pilangrejo 9 Mojorayung 

3 Munggut 10 Bantengan 

4 Mojopurno 11 Tempursari 

5 Karangrejo 12 Nglanduk 

6 Brumbun 13 Nglambangan 

7 Kresek 14 Sobrah 
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3. Kependudukan 

Penduduk Kecamatan Wungu sampai bulan Maret 2012 dengan jumlah 

63.440 jiwa yang terdiri dari jumlah laki-laki 31.158 jiwa dan jumlah perempuan 

32.282 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga 20.821 kepala keluarga yang berada 

di Kecamatan Wungu. Luas wilayah 45,54 km2 maka kepadatan penduduk 13,86 

jiwa/km2. Terdapat 14 desa yang terdapat di Kecamatan Wungu, berikut ini data 

kependudukan dan pencatatan sipil Desa nglanduk dan desa Karangrejo 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun yang merupakan tempat penulis melakukan 

penelitian. Dibawah ini data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun pada tahun 201254 : 

Tabel 3.1: Jumlah jenis kelamin pada Desa yang diadakan penelitian 

No. Keterangan Laki-laki Perempuan Jumlah (jiwa) 

1. Jumlah penduduk desa 

Nglanduk 

2359 2444 4803 

2. Jumlah penduduk desa 

Karangrejo 

1868 1936 3804 

Sumber: Arsip Kecamatan Wungu tahun 2013  

 

Data diatas dihimpun oleh penulis di tahun 2013 milik bagian kearsipan 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun untuk mengetahui jumlah jenis kelamin 

masyarakat Desa Nglanduk dan Desa Karangrejo Kecamatan Wunngu 

Tabel 3.2: Jumlah pengrajin furniture di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun 

No Kelurahan/Desa Jumlah 

1 Sidorejo - 

2 Pilangrejo 1 

3 Munggut - 

4 Mojopurno - 

5 Karangrejo 6 

6 Brumbun 1 

7 Kresek - 

 
54 Data kependudukan tahun 2012, Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. 
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8 Wungu - 

9 Mojorayung 2 

10 Bantengan - 

11 Tempursari - 

12 Nglanduk 7 

13 Nglambangan - 

14 Sobrah 1 

 Jumlah/total 17 

Sumber : Arsip Kecamtan Wungu Tahun 2013 

 

Data diatas disebutkan bahwasannya di Kecamatan Wungu terdapat 17 

pengrajin furniture yang masih beroperasi setiap hari nya dalam memproduksi 

barang furniture. Terlihat dari data diatas desa Nglanduk dan desa Karangrejo 

memiliki jumlah pengrajin terbanyak di Kecamatan Wungu. Hal ini dikarenakan 

lokasi desa tersebut berdekatan langsung dengan hutan rakyat dimana hutan 

tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Wungu dengan mayoritas tumbuhan 

pohon jati. 

Wilayah hutan rakyat pun di dalamnya terdapat pohon jati milik pekarangan 

rakyat yang sengaja di kelola untuk pohon jati. Namun tetap dalam pengawasan 

pemerintah melalui PERHUTANI.  

 

B. Produk Layanan Furniture di Kecamtan Wungu Kabupaten Madiun.  

1. Jenis produk Furniture di Kecamatan Wungu 

Demi memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen mengenai peralatan 

furniture, maka pihak pemilik usaha furniture diharuskan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen yang beraneka ragam. Hal ini senada dengan bapak Suparno 

selaku pemilik perusahaan Wahyu Jati mengatakan bahwa penggolongan bahan 

baku dasar pembuatan furniture sebagai produk mebel dan kerajinan kayu, 

penggolongan jenis produk tersebut dibedakan atas55: 

 
55 Wawancara dengan Suparno, selaku management perabot Wahyu Jati di Desa Nglanduk Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2021. 



42 

a. Mebel Kantor 

Jenis khusus yang biasa digunakan untuk kebutuhan kantor berupa meja kursi 

konsultasi, almari pajangan dengan kualitas sedang hingga bagus. Pada 

dasarnya perusahaan Wahyu Jati furniture memiliki kesaman dengan 

perusahaan lainnya dan yang membedakan terletak pada bentuk ukuran yang 

mengikuti perkembangan jaman. Namun bila dibandingkan dengan perusahaan 

furniture Mitra Manunggal, perusahaan ini lebih sering menerima pesanan 

proyek secara banyak. 

b. Mebel Rumah Tangga 

Banyak jenis dan macam bentuk yang mampu dikerjakan seperti halnya satu 

set meja kursi tamu, satu set meja makan dan lain sebagainya. Semua demi 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari 

perusahaan mebel Wahyu Jati maupun mebel Mitra Manunggal keduanya 

mampu menyediakan perabotan rumah tangga lainnya. 

2. Model layanan jual beli Furniture di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun 

i. Beli dengan Tunai maupun kredit 

Jual beli yang dilakukan secara langsung di Kecamatan Wungu telah 

menjadi kebiasaan masyarakat daerah tersebut. Dengan pembeli datang 

langsung ke toko mebel sehingga dapat memudahkan proses pemesanan, 

karena jika secara langsung pihak pemilik toko dapat memberikan arahan 

dan menyediakan katalog mengenai saran model yang bisa digunakan 

sebagai refrensi bagi pembeli. Kemudian penjual memilih barang yang 

diinginkan beserta bahan yang digunakan. Selanjutnya jika pembeli 

melakukan pembayaran secara tunai maka bagian administrasi mencatat 

pesanan pembeli pada nota penjualan. Dalam nota penjualan tersebut dibuat 

dua rangkap salinan, yaitu nota penjualan yang pertama diberikan kepada 

pelanggan ketika pembeli melakukan pembayaran dan nota penjualan 

kedua disimpan sebagai arsip penjualan. 

ii. Beli secara pesanan atau istishna’ 

Menyediakan Dalam hal ini kedua pemilik usaha baik Bapak Suparno 

maupun Bapak Edi memberikan layanan pembelian dalam bentuk pesanan. 

Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk online atau dengan datang langsung ke 

toko untuk melakukan pemesanan barang. Proses online dilakukan melalui 
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media sosial seperti instagram, facebook ataupun melalui whatsapp yaitu 

dengan menghubungi pemilik kemudian mengirim gambar barang yang 

akan di pesan dengan kesepakan. Proses pemesanan barang secara langsung 

dilakukan dengan datang langsung ke toko, kemudian pembeli saling 

bertemu secara langsung untuk menyerahkan model bentuk yang 

diinginkan. 

C. Gambaran Umum Praktik Jual Beli di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun 

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan orang lain dalam 

rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia di dunia terlahir dengan latar 

belakang yang berbeda antara satu sama lain, sehingga dengan perbedaan membuat 

mereka diharuskan saling melengkapi satu sama lainnya. Semakin berkembangnya 

waktu maka berkembang pula kehidupan manusia yang dapat berubah. Maka 

dengan perubahan tersebut dapat menimbulkan berbagai polemik dalam masalah 

ekonomi. 

Polemik tersebut menimbulkan perubahan sosial perubahan sosial yang 

dialami masyarakat terutama pada masa pembangunan seperti ini. Apalagi terdapat 

masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 mengakibatkan perekonomian 

menjadi terpuruk. Dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia 

mengakibatkan naiknya harga bahan pokok. Dengan adanya hal itu membuat 

masyarakat terutama golongan menengah kebawah semakin terpuruk dan 

menderita. Sehingga dengan adanya hal itu menjadikan sebagian masyarakat untuk 

berpikir kreatif untuk mendapatkan penghasilan yang lebih agar bisa mencukupi 

kebutuhannya, salah satu cara yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan 

tambahan tersebut dengan cara jual beli. 

Pada umumnya setiap praktik jual beli, perlu adanya tukar-menukar antara 

pembeli dan penjual yaitu dengan cara membayarkan uang dan menerima barang 

yang diinginkan. Namun seiring berkembangnya zaman, mekanisme jual beli bisa 

diterapkan dalam bentuk pesanan atau bisa disebut inden. Sebagaimana jual beli 

pesanan yang di praktikkan oleh semua masyarakat yang pada umumnya 

diterapkan dalam bentuk istishna’. Namun jual beli yang biasa masyarakat lakukan 

sesuai dengan jenis dan spesifikasi yang diinginkan. Sama hal nya dengan 

perusahaan furniture milik bapak Suparno dan bapak Edi yang berada di 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun yaitu dengan cara pesanan barang. Maka 
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dengan adanya hal ini yang membuat penulis anggap penting untuk dianalisis lebih 

dalam mengenai praktik jual beli dalam perspektif hukum Islam. 

Secara umum jual beli pesanan telah lama di lakukan oleh bapak Suparno 

dan bapak Edi melalui tatap muka langsung. Mekanisme yang dilakukan dalam 

praktik jual beli dengan di awal majelis akad, pembeli memesan sesuai dengan 

spesifikasi, jenis barang. Kemudian pihak penjual memberitahukan jumlah yang 

harus dibayarkan seketika semuanya telah sepakat bahwa pihak penjual memproses 

pesanan dan pembayaran dilakukan setelah barang jadi.  

Menurut keterangan bapak Suparno yang merupakan pemilik perusahaan 

Wahyu Jati , bahwasanya mekanisme semacam ini sudah diterapkan dalam jual beli 

pesanan di perusahaan Wahyu Jati sejak awal berdiri sekitar tahun 2010 yang 

berlokasi di Desa Nglanduk RT 09/RW 03 Kec. Wungu Kabupaten Madiun 

Provinsi Jawa Timur. Hal yang sama diucapkan dari bapak Edi selaku pemilik 

perusahaan furniture Mitra Manunggal yang berlokasi di Jl. Raya Dungus desa 

Karangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Dengan mekanisme tersebut 

dianggap lebih memberikan manfaat kepada pembeli dengan alasan memberikan 

kemudahan bagi pembeli dalam proses pembayaran dan pemilihan barang yang 

bisa disesuaikan. 

Dalam wawancara yang penulis sudah lakukan kepada pemilik usaha, 

maka penulis memilih dua perusahaan furniture yang bersama-sama bertempat 

tinggal di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Berikut perusahaan yang 

penulis lakukan penelitian. 

 

1. U.D. Wahyu Jati 

Wahyu Jati merupakan perusahaan kerajinan yang bergerak di bidang 

produksi dan penjualan perabot furnitur secara pesanan. Perusahaan ini 

berlokasi di Desa Nglanduk RT 09/RW 03 Kec. Wungu Kabupaten Madiun 

Provinsi Jawa Timur. Di tempat usaha ini Bapak Suparno selaku pemilik usaha 

memproduksi berbagai macam barang furniture berdasarkan permintaan 

konsumen. Keseharian usahanya dapat berupa barang kebutuhan rumah tangga 

ataupun kebutuhan perkantoran diantaranya berbagai macam lemari, meja, 

kursi dan lain sebagainya. 

Dalam memproduksi perusahaan ini menggunakan peralatan yang 

sudah canggih, bahan baku yang digunakan berasal dari kayu jati serta 
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beberapa bahan baku pendukung lainnya. Perusahaan ini bergerak berdasarkan 

pesanan, pada umumnya pesanan dilakukan konsumen melalui telepon 

ataupun memesan secara langsung. Karena mayoritas konsumen disini 

mengetahui usaha ini melalui mulut ke mulut terkadang juga melalui media 

sosial seperti Facebook maupun Website milik peruahaan ini. 

Sejak tahun 2010 sampai sekarang perusahaan ini tetap eksis meski 

banyak perusahaan furniture yang ada di desa ini, namun usaha ini tetap 

berjalan dan tetap memproduksi berkat kerja keras dan semangat yang gigih 

pemilik usaha dalam memperkenalkan kepada konsumen. Dalam sistem 

transaksi yang sering dilakukan, konsumen datang dengan hanya 

memberitahukan bentuk model dan ukuran sesuai keinginan. Tidak jarang 

datang membawa contoh gambar yang diinginkan konsumen. Kemudian pak 

Suparno menaksir biaya yang dibutuhkan sebagai ongkos pembuatan. Setelah 

disepakati bersama antara kedua belah pihak maka selanjutnya proses 

pembayaran jika barang yang dipesan telah selesai. Pembayaran bisa dilakukan 

dengan cara DP atau melunasi sampai selesai tergantung kesepakatan kedua 

belah pihak. 

Apabila ditengah perjalanan konsumen membatalkan pesanan, maka 

pihak pengrajin tetap membuat barang tersebut untuk di jual dan diolah 

kembali. Akan tetapi dari kondisi tersebut mengakibatkan beberapa kayu 

menjadi tidak terpakai. 

Seperti pada kebanyakan pengusaha, di saat awal merintis pemilik 

hanya membutuhkan peralatan kerja manual seperti: alat perata kayu, gergaji 

kayu, beberapa peralatan pendukung dan beberapa gelondong kayu sehingga 

membutuhkan biaya sekitar (Rp. 37.000.000,00). Dikarenakan pada saat itu 

modal yang kecil untuk usaha yang besar, maka bapak Suparno lebih banyak 

membutuhkan modal kepercayaan dari rekan sesamanya.  

Dalam sistem transaksi yang digunakan, pembeli membawa konsep 

beserta ukuran yang diinginkan kepada pengrajin. Kemudian pengrajin pun 

memperhitungkan agar pada saat pemasangan tidak terjadi kekeliruan yang 

berakibat fatal. Kemudian setelah semua sudah diperhitungkan secara matang, 

selanjutnya proses pemotongan sesuai dengan permintaan. Jika dalam satu 

buah balok kayu jati berukuran kurang lebih 8 cm x 30 cm x 650 cm sebanyak 
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8 batang maka dalam ukuran tersebut bisa digunakan untuk membuat 1 kusen 

lengkap dengan daun pintu beserta jendela. 

Kemudian setelah dipotong berdasarkan ukuran maka selanjutnya 

proses pemotongan hingga menjadi kayu, dan juga terdapat proses penambalan 

kayu yang rusak. Biasanya pengrajin menambal kayu dengan cara 

mencampurkan lem kayu dan serbuk kayu yang halus. Setelah proses 

penambalan selesai maka selanjutnya proses penghalusan hingga sesuai 

dengan permintaan pembeli. Kemudian setelah proses penghalusan maka 

selanjutnya tahap finishing. Dimana tahap ini berupa pengecatan agar produk 

sesuai permintaan pembeli. Bisa dilakukan dengan memberikan cairan varnish 

agar dapat memunculkan warna kayu yang indah untuk dinikmati. 

Dalam industri ini bapak Suparno dibantu empat tenaga ahli termasuk 

sang pemilik ikut berkecimpung langsung dalam proses pembuatan. Maka 

setiap tenaga ahli memiliki ketrampilan yang berbeda sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki. Ada yang memiliki bagian produksi tahap 

pemotongan bahan dasar, pendempulan, mengamplas hingga pengecatan. 

Namun terkadang satu tenaga ahli diharuskan merangkap semua tahapan 

sekaligus, dan ini yang menyebabkan proses produksi menjadi terhambat. 

Akan tetapi apabila produksi yang dirangkap adalah perabot yang mudah 

dikerjakan, sehingga untuk satu tenaga ahli dapat menyelesaikan dengan baik. 

 

2. Perabot Mitra Manunggal 

Usaha furniture yang didirikan oleh Bapak Edi pada tahun 2014 dengan 

nama ijin usaha perabot furniture Mitra Manunggal. Perusahaan ini bergerak 

dibidang produksi berbagai macam perabot rumah tangga dan perkantoran. 

Terkadang tempat usaha ini lebih sering mendapat pesanan dari pihak instansi 

terkait dengan proyek pembangunan bedah rumah yang diadakan pemerintah 

dan adapula proyek pembuatan bangku sekolah. 

Dalam mendirikan usaha pemilik dibantu dengan enam tenaga kerja 

yang memiliki bagian nya masing-masing. Pembagiannya dua orang mendapat 

bagian melakukan pemotongan bahan kayu, dua orang menyelesaikan tahapan 

sesuai pesanan dan sisanya sebagai tahapan dalam pengcatan56. Semua tenaga 

 
56 Wawancara dengan Edi, selaku management perabot Mitra Manunggal di Desa Karangrejo Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2021. 
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kerja disini berasal dari lingkungan sekitar yang memiliki keahlian di 

bidangnya.  

Keunggulan yang diberikan dari perusahaan furniture lainnya salah 

satunya dipengaruhi kepercayaan konsumen terhadap hasil dari kerajinan 

furniture kayu nya. Mengingat pertumbuhan penduduk yang berada di 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan sekitarnya yang terus mengalami 

pertumbuhan sehingga memicu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

terutama dalam hal kebutuhan produk furnitur kayu. Sedangkan bahan baku di 

peroleh langsung dari pedagang kayu kampung dan terkadang berasal dari 

PERHUTANI. Terkait dengan kebutuhan bahan baku kayu jati relatif aman. 

Sedangkan terkait bahan baku pendukung lainnya tidak terlalu kritikal, 

mengingat bahan baku pendukung sangat mudah diperoleh di Kabupaten 

Madiun dan sekitarnya. 

 

D. Proses Jual Beli Furniture dan Pembatalan Jual Beli Istishna’ di Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun. 

Transaksi jual beli yang di lakukan dengan sistem pesanan ini diselesaikan 

dalam kurun waktu yang telah disepakati bersama kedua belah pihak yang berakad, 

sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan dengan cara tunai maupun Down 

Payment (DP). Syarat utama dalam melakukan pembayaran yaitu barang atau hasil 

produksi yang diserah terimakan harus jelas spesifikasinya, seperti jenis, macam, 

ukuran, mutu dan jumlahnya57. Apabila terdapat barang yang diserah terima tidak 

sesuai dengan spesifikasi yang di tentukan misal terkait dengan ukuran, maka 

penjual bisa mentoleransi barang yang sudah di pesan dengan cara memperbaiki 

ulang ukuran. Selanjutnya jika barang sama sekali tidak sesuai dengan spesifikasi 

yang diinginkan oleh pembeli, maka ada dua kemungkinan yang bisa terjadi yaitu, 

pertama pembeli masih mau menerima jika barang tersebut diperbaiki dengan 

hampir menyerupai keinginan pembeli, sedangkan kemungkinan kedua mengacu 

pada yang sudah disepakati kedua pihak diawal apabila barang sudah jadi namun 

tidak sesuai keinginan dan pembeli tidak jadi mengambil barang yang dipesan, 

 
57 Wawancara dengan Suparno, selaku management perabot Wahyu Jati di Desa Nglanduk Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2021. 
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maka uang muka yang sudah diberikan tidak bisa dikembalikan secara utuh, karena 

sebagai ganti rugi biaya pembuatan.58 

Hasil penelitian yang sudah dilakukan di Kecamatan Wungu Kabupaten 

Madiun pada umumnya pembeli yang berminat untuk menggunakan jasa mebel 

langsung datang ke toko yang diinginkan dan langsung melakukan negosiasi 

dengan pemilik toko mebel. Meski bisa dilakukan melalui media online atau 

telepon namun lebih sering dengan cara langsung menghampiri. Namun semenjak 

adanya pandemi Covid-19, terkait pesanan mebel diberbagai perusahaan furniture 

khususnya di Kecamatan Wungu. Terlihat semakin berkurang aktivitas produksi. 

Yang biasanya selalu dibanjiri pesanan, namun saat ini sangat sedikit pesanan. 

Akan tetapi meski sangat sepi pelanggan, perusahaan mebel Mitra Manunggal 

sering mendapat proyek dari pemerintah. 

Pada umumnya seseorang datang kepada pengrajin furniture dan memesan 

sebuah lemari ukir, kemudian pembeli tersebut menyebutkan dan memberitahu 

dengan jelas bentuk lemari yang diinginkan konsumen dengan menunjukkan 

gambar yang ingin diukir agar lebih memudahkan. Setelah kedua pihak 

menyepakati desain dan peifikasi yang diinginkan selanjutnya terkait dengan 

kesepakatan harga yang diberikan oleh penjual kepada pihak pembeli dan pihak 

pemesan membayarkan pesanan bisa dengan cara tunai ataupun Down Payment. 

Biasanya Down Payment dikeluarkan penjual sekitar 35% - 50% dari harga yang 

disepakati. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi kerugian yang dilakukan oleh 

pengrajin atau pemilik usaha ketika barang yang dipesan sudah tahap finishing59. 

Dalam kesempatan wawancara kepada salah satu pembeli dari konsumen 

furniture U.D. Wahyu Jati mengatakan bahwa, mekanisme pembayaran dengan 

cara seperti ini sangat membantu terhadap pembeli. Karena diawal pemesanan para 

pembeli sudah membayar uang muka (DP) terlebih dahulu sehingga pembeli 

merasa aman dan tidak dirugikan. Oleh sebab itu dalam kurun waktu penyelesaian 

pesanan, maka pembeli bisa menyiapkan uang pelunasan jika barang sudah jadi. 

Agar transaksi tersebut menjadi aman dan resmi maka penjual menggunakan 

sistem nota atau kwitansi sebagai bukti pembayaran yang sah. Sedangkan jika 

 
58 Wawancara dengan Edi, selaku management perabot Mitra Manunggal di Desa Karangrejo Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2021. 
59 Wawancara dengan Edi, selaku management perabot Mitra Manunggal di Desa Karangrejo Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2021. 
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transaksi yang dilakukan melalui media online maka pembeli harus menyerahkan 

bukti transfer kepada penjual sebagai tanda jadi.  

Tata cara pengiriman barang yang biasa dilakukan di Kecamatan Wungu 

disediakan langsung dari pihak penjual. Pada umumnya pihak penjual 

membebaskan biaya pengiriman dan biaya pemasangan terhadap produk yang 

dibuatnya. Harga yang tertera dan disepakati sudah termasuk keseluruhan biaya. 

Maka hal ini yang menjadi nilai lebih dari usaha yang ada di kecamatan Wungu. 

Demi bertahan di tengah pandemi virus covid-19, beberapa pihak penjual 

furniture di Kecamatan Wungu merasa terdampak terlihat dari yang biasanya 

terhitung satu bulan merasa kebanjiran konsumen, karena adanya pandemi virus ini 

maka penjualan sangat berkurang dan terkadang sepi pesanan. Terkait dengan 

pandemi yang belum usai dan selalu adanya perpanjangan PPKM (Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat) maka pihak penjual melakukan perencanaan 

pada aspek pemasaran. Tujuan dari perencanaan ini agar dapat meningkatkan 

jumlah pembeli yang menggunakan jasa pembuatan furniture di tengah pandemi. 

Menurut bapak Suparno salah satu pemilik usaha furniture Wahyu Jati yang 

berada di Desa Nglanduk Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, beliau yang 

mengatur perencanaan agar dapat meningkatkan jumlah penjualan dengan 

membagi tugas pemasaran agar dapat meningkatkan pangsa pasar. Misal dengan 

memberikan informasi melalui pemasangan banner, mengiklankan melalui media 

online seperti instagram, facebook, website penjualan dengan maksud sebagai 

upaya promosi penjualan kepada konsumen agar lebih luas.60 

Bilamana dalam praktik jual beli akad istishna’ yang digunakan tidak sah, 

maka transaksi tersebut dilarang dalam agama Islam. Tidak sah dalam transaksi 

dapat disebabkan oleh rukun dan syarat sehingga tidak terpenuhinya beberapa 

unsur akad yang saling berkaitan. Sedangkan pada proses jual beli yang terjadi pada 

tempat penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa kasus pembatalan 

terhadap pesanan furniture. Dari uraian mengenai rukun dan syarat akad istishna’ 

dalam jual beli terdapat beberapa kasus pembatalan akad istishna’ pada jual beli 

furniture di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Diantaranya sebagai berikut: 

 

 
60 Wawancara dengan Bapak Suparno, selaku management perabot Wahyu Jati di Desa Nglanduk Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2021. 
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1. Kasus pembatalan terhadap pesanan furniture61 

1. Harga barang : 

Kusen kayu beserta pintu dan jendela yang berbahan dasar kayu jati 

kualitas A1 sebesar Rp.25.000.000,- 

2. Uang muka awal yang diberikan hanya berjumlah Rp.5.000.000,- 

3. Ketika sudah mencapai tahapan penyelesaian pesanan sekiranya 80% 

yaitu sudah mencapai bentuk jadi akan tetapi menyisakan pengecatan. 

Namun setelah bapak Suparno menghubungi pemesan tidak ada kabar dan 

jawaban tentang bagaimana kelanjutan pemesanan. 

4. Faktor yang menjadi alasan konsumen menghilang begitu saja sejauh ini 

belum di ketahui. Akan tetapi menurut dugaan bapak Suparno, pembeli 

tersangkut masalah sehingga beliau berpindah kota tanpa pemberitahuan 

sebelumnya. Hal ini didasarkan atas keterangan kerabat konsumen. 

5. Sehingga pihak produsen merasa dirugikan atas kejadian ini karena sudah 

dibuatkan barang yang sesuai dengan keinginan namun barang tersebut 

tidak ada kejelasan. 

6. Proses penyelesaian kasus, pihak konsumen mengolah kembali barang 

yang sudah jadi tersebut menjadi barang lain, namun terdapat kecacatan 

dan sisa barang yang tak terpakai. Sehingga menyebabkan konsumen 

dirugikan atas kejadian ini, karena harga bahan baku dengan harga jual 

ulang yang tidak sepadan. 

7. Karena keterbatasan informasi yang diberikan oleh pihak pengrajin, maka 

peneliti tidak dapat menghubungi dan melakukan wawancara kepada 

pembeli tersebut. Sehingga informasi mengenai kasus ini hanya di dapat 

dari pihak pengrajin. 

2. Kasus pembuatan ranjang tidur, lemari dan tualet62. 

1. Harga barang : 

Satu set kebutuhan furniture dalam bentuk Ranjang tidur, Lemari dan 

tualet yang berbahan dasar kayu jati sebesar Rp.11.000.000,- 

2. Uang muka yang diberikan kepada produsen dengan jumlah 

Rp.4.000.000,- 

 
61 Wawancara dengan Bapak Suparno, selaku management perabot Wahyu Jati di Desa Nglanduk Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2021. 
62 Wawancara dengan Bapak Suparno, selaku management perabot Wahyu Jati di Desa Nglanduk Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2021. 
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3. Ketika proses pembuatan furniture telah mencapai 80% dengan hanya 

proses pendempulan dan pengecatan. Pihak pemesan membatalkan 

pesanan. 

4. Faktor yang menjadi alasan konsumen membatalkan pesanan karena 

adanya masalah pribadi antara pihak oang tua dari konsumen yang tidak 

setuju dengan hasil set pelaminan yang di buat di perabot Mitra Tunggal. 

Mengenai alasan lebih lanjut pihak produsen tidak menejalaskan lebih 

spesifik. 

5. Atas kejadian tersebut, pihak konsumen meminta kembali uang muka 

yang telah diberikan di awal. Akan tetapi pihak produsen selaku perabot 

Mitra Tunggal tidak bersedia memberikannya karena uang muka tersebut 

telah digunakan dalam proses pembuatan pesanan yang hampir selesai. 

6. Demi menengahi atas kejadian ini, maka pihak konsumen hanya 

menyerahkan ranjang tidur saja, karena harga yang sesuai dengan uang 

muka yang diberikan. Akan tetapi pihak konsumen hanya menginginkan 

uang muka yang sebelum nya di berikan. Sampai pada akhirnya pihak 

produsen memberikan uang muka tersebut kapada konsumen sehingga 

produsen menelan kerugian atas kejadian ini. Agar masalah ini tidak 

berlarut. 

7. Kemudian menurut keterangan pembeli dalam kasus ini bahwa 

sesungguhnya jual beli dengan cara seperti ini sangat diminati karena 

dalam hal pembayaran bisa dicicil semampunya tergantung kesiapan 

pembeli. Namun meski telah diberi kelonggaran, pembeli harus memiliki 

kewajiban untuk melunasinya63 

3. Kasus pemesanan kusen, pintu dan jendela rumah64. 

1. Konsumen hanya memberikan uang muka barang sebesar 40% dari 

jumlah keseluruhan harga barang. 

2. Pada saat perjanjian di awal kedua belah pihak tidak bersepakat 

mengenai penyelesaian terhadap jangka waktu. Namun dengan berjalan 

nya waktu, pihak konsumen mendesak untuk segera menyelesaikan 

pesanannya. 

 
63 Wawancara dengan bapak Mukhlis, selaku pembeli perabot Wahyu Jati di Desa Nglanduk Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun yang melakukan pembatalan pesanan ranjang tidur, lemari dan tualet, pada tanggal 3 Desember 2021. 
64 Wawancara dengan Edi, selaku management perabot Mitra Manunggal di Desa Karangrejo Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2021. 
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3. Pada saat itu tahapan pesanan sudah mencapai 70% dengan menyisakan 

proses pendempulan dan pengecatan.  

4. Namun konsumen menginginkan untuk segera diselesaikan pesanannya. 

Akan tetapi tenaga kerja tersebut sedang mengalami isolasi mandiri 

akibat paparan Corona Virus. Sehingga pesanan tersebut tertunda lama.  

5. Maka dengan adanya penundaan tersebut, konsumen ingin membatalkan 

pesanannya dan ingin memesan kepada perabot furniture ditempat lain. 

6. Sehingga karna pembatalan sepihak dari konsumen menyebabkan 

produsen dirugikan atas kejadian tersebut. Karena barang yang sudah 

dibuat dan hampir jadi kemudian di batalkan secara sepihak.  

7. Dan menurut keterangan Bapak Johansen Situmorang, cara jual beli 

dengan cara ini yang paling diminati, karena dari segi pembayaran bisa 

dilakukan dengan cara cicilan sesuai dengan kemampuan. Sehingga jual 

beli ini sangat diminati, sembari menunggu proses pembuatan furniture 

maka pembeli bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan 

kemampuannya. Namun karena perabot yang dipesan adalah perabot 

utama dan segera untuk dilakukan pemasangan maka pembeli memilih 

untuk meninggalkan pesanannya. Namun meski ditinggalkan pesanan, 

permasalahan ini sudah terselesaikan menurut sudut pandang pembeli65. 

 

E. Penyelesaian terhadap pembatalan transaksi jual beli istishna yang terjadi di 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. 

Sebagaimana permasalahan kasus yang telah dijelaskan diatas, maka 

terdapat beberapa akibat hukum terhadap pembatalan akad jual beli furniture 

dengan cara istishna bagi para penjual dan pembeli. Seperti yang terjadi pada 

perusahaan furniture yang telah penulis teliti, bahwa pengrajin tidak serta merta 

memenuhi keinginan pembeli atas pembatalan yang dilakukannya karena merasa 

telah dikecewakan bahkan ada yang tanpa konfirmasi terlebih dahulu kemudian 

meninggalkan pesanan. Dan ini tidak sesuai dengan prosedur yang telah penulis 

jelaskan dalam pembahasan  mengenai pembatalan perjanjian. Sehingga apabila hal 

ini terus berlanjut dapat memicu timbulnya pertikaian dan permusuhan antar pihak 

penjual dan pembeli hanya karna masalah sepele. Seandainya pihak penjual 

 
65 Wawancara dengan bapak Johansen Situmorang, selaku pembeli perabot Mitra Manunggal di Desa Karangrejo 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun yang melakukan pembatalan pesanan kusen, pintu dan jendela rumah, pada tanggal 3 

Desember 2021. 
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mengetahui terlebih dahulu mengenai kejadian tersebut akan menimpanya maka 

penjual bisa langsung menjualnya kepada siapa saja yang berminat karena dalam 

berbisnis tidak akan ada yang menginginkan kerugian melainkan keuntungan.  

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan berkenaan dengan pembatalan 

akad jual beli furniture dengan cara jual beli, bahwa penulis menemukan 

permasalahan pembatalan ini disebabkan karena pihak pembeli yang tidak 

bertanggung jawab dan juga dikarenakan adanya musibah yang menimpa tenaga 

kerja sehingga menyebabkan beberapa proses tertunda. Namun, jika dikarenakan 

alasan penundaan karena pekerja hal ini sesungguhnya bisa dimaklumi dengan cara 

pembeli yang sedikit bersabar menunggu. Tidak hanya itu terdapat pembeli yang 

menginginkan pengembalian uang muka namun dilakukan dengan cara emosi. 

Sehingga pembatalan ini mengakibatkan pihak penjual rugi dengan yang telah 

disepakati dalam akad secara bersama-sama. 

Adapun penyelesaian yang dilakukan dalam pembatalan ini yaitu dengan 

jalan perdamaian atau arbitrase, sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan 

yang berlarut-larut antar pihak dan masih tetap bisa menjaga tali silahturahmi 

antara sesama. Perdamaian merupakan jalan pertama yang dilakukan apabila telah 

terjadi perselisihan dalam suatu akad antar kedua pihak yang terlibat sehingga 

permasalahan ini dapat selesai dengan kedua pihak tanpa ada campur tangan pihak 

lain hingga damai. Sedangkan penyelesaian melalui jalur arbitrase adalah 

penyelesaian permasalahan dengan melibatkan pihak ketiga yang dianggap mampu 

oleh kedua pihak untuk menyelesaikan permasalahan, dan karena sebagai pihak 

ketiga maka diberi wewenang penuh untuk menyelesaikan masalah serta 

berwenang mengambul keputusan yang lazim dilakukan sesuai dengan yang telah 

disepakati kedua belah pihak. Sehingga masalah ini dapat terselesaikan dengan 

putusan final yang diselesaikan oleh pihak ketiga. 

Sedangkan dalam penyelesaian permasalahan yang diambil oleh kedua 

pihak maka melalui jalur perdamaian. Karena perdamaian merupakan jalur yang 

sangat mudah bagi kedua pihak untuk diselesaikan. Dan juga demi tetap terjalinnya 

rasa silahturahmi antar kedua nya. Hal ini dilakukan dengan kedua pihak duduk 

bersama untuk mendiskusikan titik masalah dan mencari solusi agar permasalahan 

tersebut berakhir dengan kerelaan antar kedua pihak.  

Adapun pembatalan suatu akad jual beli harus dilakukan melalui prosedur 

yang telah dibenarkan oleh hukum Islam sebagaimana yang telah penulis jelaskan 
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dalam pembahasan diatas. Pembatalan yang dilakukan secara sepihak ataupun 

tanpa adanya persetujuan dari pihak lain, maka dapat dinyatakan masih memiliki 

ikatan hukum antara kedua belah pihak sampai pada berakhirnya akad yang 

disepakati. Tolak ukur dari akad tersebut terletak pada ’antarazim minkum yaitu 

keridhaan antar pihak yang melakukan akad. Padahal pihak pembeli melakukan 

suatu pengkhianatan atas perjanjian yang disepakati bersama sehingga hal ini 

dilarang dalam Islam sebagaimana terdapat dalam surat An-Nahl ayat 105. 

َالكْٰذِبوُْناَا َهُُُ كا
ِٕ
اُولٰىۤ َوا  ِ يٰتَِاللّٰه َبِِٰ َيؤُْمِنوُْنا َلَا ينْا ِ َالَّذ ِىَالكْاذِبا اَيافْتَا ذما ن َِ  

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang 

yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah 

pembohong 

(Q.S. 16[An-Nahl]: 10566 

Melihat terjadinya ingkar janji terhadap suatu perjanjian yang disebabkan 

oleh tidak patuhnya para pihak terhadap hukum yang berlaku, hal ini disebabkan 

oleh lemahnya perlakuan hukum dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap 

hukum Islam. Sehingga bila hal ini diteruskan maka dapat menimbulkan konflik 

yang berkelanjutan antara pihak yang terkait dan pihak yang merasa dirugikan 

dengan alasan yang telah dijelaskan. Dalam agama islam sangat tidak 

membenarkan terhadap orang yang mengingkari sebuah perjanjian yang dibuat 

sendiri. 

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai bentuk dan penyelesaian 

pembatalan dalam pelaksanaan jual beli furniture dengan istishna’ tindakan penjual 

dan pembeli yang ditempih dengan jalan perdamaian (sulhu) adalah solusi yang 

tepat karena tidak menimbulkan suatu permasalahan antar pihak dan tetap saling 

menjaga tali silahturahmi antar sesama, karena tujuan dari perdamaian agar tidak 

terjadi pertikaian diantara sesama manusia. Hal ini tertuang dalam surat An-Nisa 

ayat 114. 

َواَ َالنذاسُِۗ ايْا َب حٌٍۢ عْرُوْفٍَااوَْاِصْلًا قاةٍَااوَْما دا َبِصا را نَْااما َما وٰىُهمَْاِلَذ ْ نَْنَّذ َمِّ َكاثيٍِْْ َفِِْ يْْا َخا َابتْغِااۤءاَلَا لَْذٰلِِا ذفْعا نَْي ما

ظِيْمًاَ َنؤُْتِيْهَِااجْرًاَعا وْفا َفاسا ِ اتَِاللّٰه رْضا  ما

Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, 

kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) 

bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di 

 
66 Departemen RI, Al-Qur‟an dan terjemahan,  279 
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antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari 

keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang 

besar. 

(Q.S. 4[An-Nisa]: 114)67 

Oleh karena itu, Islam menganjurkan kita untuk melakukan perdamaian 

apabila terjadi suatu permasalahan dalam suatu perjanjian ataupun terhadap 

transaksi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Jika perdamaian bukan jalan tang 

dapat menyelesaikan masalah yang ada antara pihak yang berakad, maka dapat 

dilakukan melalui jalan arbitrase syariah (tahkim). Dasar hukum tahkim ini 

dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 35. 

حًَ آَاِصْلًا اِنَْيهريِدْا نَْااهْلِهااََ  اًَمِّ كَا حا َوا نَْااهْلِِٖ اًَمِّ كَا ثوُْاَحا اَفاابعْا ما ايْنِِِ َب َشِقااقا اِنَْخِفْتُُْ َوا اِنذ اََُۗ ُما ايْنِا َب ُ فِّقَِاللّٰه هوا اَي

َعالِيْمًاَ نا َكا ا اَاللّٰه بِيًْْ خا  

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, 

maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan 

seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru 

damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah 

memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, 

Maha Mengenal.  

(Q.S. 4[An-Nisa’]: 35)68 

Seandainya terdapat pihak yang ingin membatalkan suatu perjanjian karena 

alasan tertentu, maka pihak tersebut dapat memberitahukan kepada pihak lain 

terlebih dahulu dan berbicara dengan baik untuk mengungkapkan alasan dengan 

benar tanpa adanya emosi. Karena jika setiap orang memiliki alasan yang masuk 

akal sehingga pembatalan tersebut dapat diselesaikan dengan jalan yang telah 

diatur dalam Islam dan tetap menjaga hubungan dengan baik antar sesama makhluk 

Allah di bumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
67 Departemen RI, Al-Qur‟an dan terjemahan,  97 
68 Departemen RI, Al-Qur‟an dan terjemahan,  84 
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BAB IV 

ANALISIS PROSES JUAL BELI FURNITURE DENGAN SISTEM PESANAN DI 

KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN 

 

A. Proses Jual Beli Furniture yang Dilakukan dengan Akad Istishna’ di Kecamatan 

Wungu Kabupaten Madiun. 

Transaksi jual beli yang telah dilakukan dengan sistem pesanan ini 

diselesaikan pada kurun waktu yang sudah disepakati bersama dengan kedua belah 

pihak yang berakad, sedangkan sistem pembayaran dapat dilakukan dengan cara 

tunai maupun Down Payment (DP). Syarat utama dalam melakukan pembayaran 

yaitu barang atau hasil produksi yang diserah terimakan harus jelas spesifikasinya, 

seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya69. Apabila terdapat barang yang 

diserah terima tidak sesuai dengan spesifikasi yang di tentukan misal terkait dengan 

ukuran, maka penjual bisa mentoleransi barang yang sudah di pesan dengan cara 

memperbaiki ulang ukuran. Selanjutnya jika barang sama sekali tidak sesuai 

dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli, maka ada dua kemungkinan yang 

bisa terjadi yaitu, pertama pembeli masih mau menerima jika barang tersebut 

diperbaiki dengan hampir menyerupai keinginan pembeli, sedangkan kemungkinan 

kedua mengacu pada yang sudah disepakati kedua pihak diawal apabila barang 

sudah jadi namun tidak sesuai keinginan dan pembeli tidak jadi mengambil barang 

yang dipesan, maka uang muka yang sudah diberikan tidak bisa dikembalikan 

secara utuh, karena sebagai ganti rugi biaya pembuatan.70 

Seperti pada hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun dimana pembeli yang berminat untuk menggunakan jasa mebel 

langsung datang ke toko yang diinginkan dan langsung melakukan negosiasi 

dengan pemilik toko mebel. Meski bisa dilakukan melalui media online atau 

telepon namun lebih sering dengan cara langsung menghampiri. Namun semenjak 

adanya pandemi Covid-19, terkait pesanan mebel diberbagai perusahaan furniture 

khususnya di Kecamatan Wungu. Terlihat dari semakin berkurang aktivitas 

produksi. Yang biasanya selalu dibanjiri pesanan, namun saat ini sangat sedikit 

 
69 Wawancara dengan Suparno, selaku management perabot Wahyu Jati di Desa Nglanduk Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2021. 
70 Wawancara dengan Edi, selaku management perabot Mitra Manunggal di Desa Karangrejo Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2021. 
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pesanan. Akan tetapi meski sangat sepi pelanggan, perusahaan mebel Mitra 

Manunggal sering mendapat proyek dari pemerintah. 

Sebagaimana persoalan yang penulis angkat mengenai proses jual beli 

furniture yang dilakukan dengan akad Istishna’. Proses jual beli tersebut umumnya 

dimulai saat seseorang datang kepada pengrajin furniture kemudian memesan 

sebuah barang yang diinginkan, kemudian pembeli tersebut menyebutkan dan 

memberitahu dengan jelas bentuk lemari yang diinginkan konsumen dengan 

menunjukkan gambar yang ingin diukir agar lebih memudahkan. Setelah kedua 

pihak menyepakati desain dan spesifikasi yang diinginkan selanjutnya terkait 

dengan kesepakatan harga yang diberikan oleh penjual kepada pihak pembeli dan 

pihak pemesan membayarkan pesanan bisa dengan cara tunai ataupun Down 

Payment. Biasanya Down Payment dikeluarkan penjual sekitar 35% - 50% dari 

harga yang disepakati. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi kerugian yang 

dilakukan oleh pengrajin atau pemilik usaha ketika barang yang dipesan sudah 

tahap finishing71. 

Dalam kesempatan wawancara kepada salah satu pembeli dari konsumen 

furniture U.D. Wahyu Jati mengatakan bahwa, mekanisme pembayaran dengan 

cara seperti ini sangat membantu terhadap pembeli. Karena diawal pemesanan para 

pembeli sudah membayar uang muka (DP) terlebih dahulu sehingga pembeli 

merasa aman dan tidak dirugikan. Oleh sebab itu dalam kurun waktu penyelesaian 

pesanan, maka pembeli bisa menyiapkan uang pelunasan jika barang sudah jadi. 

Agar transaksi tersebut menjadi aman dan resmi maka penjual menggunakan 

sistem nota atau kuitansi sebagai bukti pembayaran yang sah. Sedangkan jika 

transaksi yang dilakukan melalui media online maka pembeli harus menyerahkan 

bukti transfer kepada penjual sebagai tanda jadi.  

Tata cara pengiriman barang yang biasa dilakukan di Kecamatan Wungu 

disediakan langsung dari pihak penjual. Pada umumnya pihak penjual 

membebaskan biaya pengiriman dan biaya pemasangan terhadap produk yang 

dibuatnya. Harga yang tertera dan disepakati sudah termasuk keseluruhan biaya. 

Maka hal ini yang menjadi nilai lebih dari usaha yang ada di kecamatan Wungu. 

Demi bertahan di tengah pandemi virus covid-19, beberapa pihak penjual 

furniture di Kecamatan Wungu merasa terdampak terlihat dari yang biasanya 

 
71 Wawancara dengan Edi, selaku management perabot Mitra Manunggal di Desa Karangrejo Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2021. 
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terhitung satu bulan merasa kebanjiran konsumen, karena adanya pandemi virus ini 

maka penjualan sangat berkurang dan terkadang sepi pesanan. Terkait dengan 

pandemi yang belum usai dan selalu adanya perpanjangan PPKM (Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat) maka pihak penjual melakukan perencanaan 

pada aspek pemasaran. Tujuan dari perencanaan ini agar dapat meningkatkan 

jumlah pembeli yang menggunakan jasa pembuatan furniture di tengah pandemi. 

Menurut bapak Suparno salah satu pemilik usaha furniture Wahyu Jati di 

Desa Nglanduk Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun memiliki perencanaan agar 

dapat meningkatkan jumlah penjualan dengan membagi tugas pemasaran demi 

meningkatkan pangsa pasar. Misalnya dengan memberikan informasi dengan 

pemasangan banner, melalui media online seperti instagram, facebook, website 

penjualan dengan maksud sebagai upaya promosi penjualan kepada konsumen agar 

lebih luas72. Cara tersebut dilakukan dengan maksud agar dapat menarik pembeli 

yang berasal dari luar daerah. 

Jika dikaitkan dengan pengertian ba’i istishna’ terhadap praktik jual beli 

pesanan di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, merupakan suatu bentuk 

kontrak jual beli pesanan antara pembeli (mustahni’) dan pengrajin (shani’). 

Pengrajin menerima pesanan dari pembeli, kemudian pembeli menyebutkan 

spesifikasi barang yang diinginkan. Setelah kedua belah pihak sepakat selanjutnya 

proses pengerjaan oleh pengrajin dan bila pengrajin telah memenuhi kewajibannya 

dalam menyelesaikan barang pesanan tersebut maka kewajiban pembeli melunasi 

seluruh biaya yang disepakati dari awal. Kemudian terhadap rukun Istishna, 

perusahaan mebel tersebut telah memenuhi unsur, yaitu: 

1. Muslam (pembeli). Terbukti dari seseorang yang memesan produk  di 

perusahaan furniture. Kemudian seorang sepakat untuk melakukan 

transaksi, maka seseorang tersebut dikatakan sebagai pembeli dan akad 

jual beli terjadi bila terdapat pembeli.  

2. Muslan ilayh (penjual) dalam hal ini seseorang sebagai pengrajin 

furniture. Penjual adalah seseorang yang menjual barang tersebut 

kepada pembeli. Pemilik perusahaan selaku penjual menerima pesanan 

dari seorang pembeli kemudian menyelesaikan kewajibannya.  

 
72 Wawancara dengan Bapak Suparno, selaku management perabot Wahyu Jati di Desa Nglanduk Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2021. 
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3. Thaman (modal atau uang). Dalam akad jual beli terdapat uang yang 

digunakan sebagai alat tukar yang sah untuk pembayaran. 

4. Muslan fihi. Dalam kesepakatan antara kedua belah pihak harus ada 

barang yang diperjual belikan, jika tidak ada barang yang 

diperjualbelikan maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Jika 

dikaitkan dengan akad istishna, maka jual beli pesanan telah menjadi 

kebiasaan oleh masyarakat secara luas dan terus-menerus menjadi 

kebiasaan dan tanpa ada keberatan. Sehingga akad istishna menjadi 

konsensus secara umum. 

5. Sighat (ijab dan qabul). Dalam jual beli Islam antara penjual dan 

pembeli harus ada ijab dan qabul yang diucapkan kepada kedua belah 

pihak yang berakad. Hal ini dilakukan agar tercapai kerelaan diantara 

kedua belah pihak. 

Maka dari penjelasan diatas jual beli di Kecamatan Wungu Kabupaten 

Madiun telah memenuhi rukun yang penulis jelaskan pada BAB II. Sehingga 

transaksi tersebut menjadi sah dan dapat disebut sebagai jual beli Istishna karena 

memenuhi rukun jual beli istishna. 

Dalam Undang-undang Hukum Perdata mengenai yang telah disepakati 

bersama antara kedua belah pihak yang berakad terhadap perjanjian atau kontrak 

jual beli dalam kasus diatas adalah jual beli pesanan furniture, maka masing-

masing pihak harus saling memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang 

dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa meski belum 

melakukan pembayaran ataupun penyerahan barang namun telah saling bersepakat 

tentang barang yang diperjualbelikan maka hal ini sudah dianggap telah terjadi jual 

beli yang sah. Maka, dari kasus diatas jual beli tersebut telah masuk dalam kategori 

jual beli yang sah karena diantara penjual dan pembeli telah mencapai kata sepakat 

sebelum akhirnya dibatalkan secara sepihak. 

Selanjutnya mengacu pada Ayat 1 Pasal 1320 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata, pada dasarnya kata sepakat dalam perjanjian adalah para pihak 

yang mengadakan perjanjian harus setuju atau menyepakati hal-hal pokok 

mengenai bahan yang disepakati, dimana kesepakatan itu harus dicapai  tanpa 

adanya paksaan, penipuan atau pengawasan. Jadi, menurut hemat penulis jika 

mengacu pada studi kasus tersebut tidak memenuhi unsur kekhilafan dalam 
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memesan barang dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun mengenai jual 

beli yang terjadi. Ketika seseorang sanggup melakukan persetujuan atau 

kesepakatan atas suatu transaksi jual beli, maka ia dianggap menghendaki apa yang 

telah disepakati. Suatu perjanjian dapat dikatakan cacat hukum atau kata sepakat 

dianggap tidak ada bila dalam perjanjian tersebut terdapat unsur ancaman yang 

bersifat memaksa kebebasan para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau terdapat 

suatu unsur tindakan serangkaian kebohongan. 

Kedua belah pihak yang saling sepakat terhadap barang yang 

diperjualbelikan, antara pihak penjual dan pembeli telah memenuhi unsur 

kecakapan untuk mengadakan perikatan jual beli sehingga kedua belah pihak 

dengan sadar saling mengadakan perikatan. Berdasarkan keterangan narasumber 

selaku pemilik perusahaan menyebutkan bahwa pihak pembeli termasuk orang 

yang sudah dewasa dan tidak dibawah pengampuan sehingga orang tersebut 

dianggap cakap dalam mengadakan suatu perikatan.  

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian maka diperlukan empat syarat 

yaitu: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk 

membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu; 4. Suatu sebab yang 

tidak terlarang. Maka jika perjanjian yang dilakukan pembeli telah tercapai 

kesepakatan antar kedua belah pihak dan sudah dianggap dewasa maka perjanjian 

tersebut seharusnya tidak dapat dibatalkan. 

Lebih lanjut penjelasan mengenai pengembalian uang muka/uang panjar 

diatur dalam Pasal 1464 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa 

“Jika pembelian dilakukan dengna memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak 

dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan 

uang pinjamannya”. Dari pasal tersebut dijelaskan ketika kita memberikan uang 

panjar kepada penjual, maka telah terjadi suatu ikatan perjanjian dan uang panjar 

tidak bisa ditarik kembali sehingga transaksi jual beli harus dilanjutkan hingga 

akhir. Karena prinsip jual beli, tidak bisa dibatalkan secara sepihak saja, harus 

kedua belah pihak sama-sama saling sepakat untuk membatalkan jual beli. 
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B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Praktek Jual Beli Furniture yang 

Dilakukan dengan Akad Istishna’ di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. 

Di dalam sistem transaksi jual beli tidak bisa terlepas dengan istilah akad 

jual beli. Akad yang dapat menentukan sah atau tidak nya suatu jual beli serta wajib  

dipenuhi supaya transaksi yang dilakukan sah secara hukum islam. Pada dasarnya 

umat Islam bersepakat melalui Ijma’ ulama bahwasanya akad istishna’ merupakan 

akad yang dibenarkan serta telah dijalankan sejak dahulu kala dilakukan seseorang 

sahabat ataupun ulama. Jual beli istishna’ merupakan satu bentuk transaksi yang 

mempunyai kecenderungan dengan akad salam. Dalam hal ini terkait dengan akad 

istishna’ dan  akad salam saling berkaitan dengan akad salam, bahkan sebagian 

besar ulama klasik mendefinisikan istishna’ sebagai bentuk salam yang 

termodifikasi. 

Sedangkan pengertian jual beli salam ialah transaksi terhadap suatu yang 

dijelaskan sifat pada tanggungan pada suatu tempo dengan harga yang diberikan 

secara kontan pada tempat transaksi berlangsung . Sedangkan jual beli istishna’ 

artinya bentuk dari transaksi yang menyerupai dengan jual beli Salam bila ditinjau 

dari sisi obyek barang yang dijual belum ada. Barang akan didesain dengan sifat 

yang mengikat pada tanggungan produsen saat terjadi transaksi. Namun terdapat 

juga perbedaan yang spesifik antara keduanya, yaitu terletak pada kesepakatan 

waktu pembayaran. 

Seperti pada pembahasan sebelumnya, terdapat 2 kategori jual beli dengan 

cara pesanan. Jual beli salam dan jual beli istishna’. Jual beli salam apabila 

konsumen yang memesan menyebutkan jenis, spesifikasi dan model pembayaran 

yang digunakan sesuai dengan kesepakatan didepan. Menurut teori Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, bahwa jual beli merupakan persetujuan yang mengikat antara 

penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak 

membayarkan barang yang dijual.  

Dari kedua definisi diatas jelas bahwa, jual beli dalam akad salam memakai 

sistem pembayaran di awal atau ketika akad, pembayaran dilakukan secara tunai 

atau DP. Sedangkan jual beli Istiṣna pembayaran dilakukan pada awal, pertengahan 

dan terakhir akad atau sesuai kesepakatan dan pembayaran bisa dilakukan dengan 

cara DP ataupun langsung tunai. 

Terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli istishna’. 

Hal ini yang sudah dibahas pada Bab II sebagai berikut: 
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1. Untuk barang yang dijadikan sebagai objek transaksi (Ma’kud ‘alaih), 

syarat yang harus dipenuhi adalah barang yang diperjualbelikan bersih 

tergolong barang yang dihalalkan, barang yang diperjualbelikan harus 

mempunyai manfaat, yang terpenting barang tersebut milik dari orang 

yang melakukan aqad, barang tersebut dengan jelas zat, bentuk, sifat 

dan harganya, lalu ketika terjadi akad barang yang diaqadkan sudah 

berada di tangan atau setidaknya bisa meyakinkan berada di tangan 

diantara kedua pihak bersifat mengikat. 

2. Hendaknya dalam melakukan transaksi dilakukan pada satu tempat. 

Artinya, dalam menyatakan ijab dan qabul dinyatakan dalam satu 

tempat tanpa terdapat renggang waktu. Tetapi Jika salah  satu pihak 

pergi meninggalkan majelis sebelum menyatakan qabul, maka transaksi 

dianggap batal. Berbeda jika pernyataan terhadap qabul dilakukan 

karena membutuhkan waktu untuk berpikirr. 

3. Di dalam Fatwa DSN No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual beli 

Istishna’ dari penetapan ketentuan barang mengenai penyebutan barang 

harus jelas mengenai ciri-ciri, spesifikasi barang serta penyerahan 

barang dilakukan dikemudian hari.  

 

Berdasarkan syarat dan rukun jual beli istishna’ yang dilakukan di 

perusahaan furniture Wahyu jati dan Mitra Manunggal para pihak yang bertransaksi 

dalam menyebutkan jenis, bentuk, kadar barang dan sifat sudah sesuai dengan 

syarat dan rukun dalam jual beli istishna’ sehingga disepakati oleh kedua belah 

pihak yang berakad. 

Terdapat hal yang menyebabkan berakhirnya suatu transaksi jual beli, yaitu 

dengan melakukan pembatalan dari transaksi tersebut. Hal ini boleh dilakukan 

selama kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Akad jual beli dipandang 

berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam transaksi jual beli Islam akad 

tersebut dapat berakhir apabila terjadi fasakh atau pembatalan. Fasakh jual beli 

dapat terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut: 

a. Difasakh karena terdapat hal-hal yang tidak dibenarkan hukum syara’, 

seperti jual beli barang tersebut tidak memenuhi unsur kejelasan. 

b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad 
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c. Jika dalam perjanjian yang telah disepakati, penjual menjual barang 

kepada pembeli dengan ketentuan dalam tempo seminggu harga tidak 

dibayarkan maka jual beli menjadi batal. 

d. Jual beli menjadi berakhir bila akad tersebut memiliki tenggang waktu. 

e. Terdapat salah satu pihak yang meninggal dunia, mengakibatkan jual beli 

tersebut tidak bisa dilanjutkan. 

Jika dilihat dari penggolongannya, jual beli istishna’ termasuk dalam akad 

ghair lazim (tidak mengikat), sehingga kedua pihak dapat membatalkan dengan 

catatan terdapat kesepakatan diantara kedua pihak yang berakad. Oleh karena itu 

pembeli memiliki hak khiyar untuk membatalkan akad, melanjutkan akad atau 

meninggalkan akad sebelum pembeli (mustashni’ / pemesan barang) melihat 

barang yang dipesan. Maka hukumnya sah karena akadnya ghair lazim, dan objek 

akadnya merupakan benda yang dibuat sendiri serta masih dalam tanggungan 

pengrajin. Dengan demikian pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli furniture 

terhadap pengrajin furniture dibolehkan karena akadnya tidak mengikat (ghair 

lazim). Namun meski diperbolehkan, hal ini harus terdapat kesepakatan dari 

penjual. Sehingga kedua pihak sama-sama rela dalam membatalkan pesanan.  

Berkaitan dengan pembayaran yang berada di perusahaan furniture Wahyu 

Jati dan Mitra Manunggal menggunakan sistem transaksi untuk memindahkan 

sejumlah nilai uang dari satu pihak kepada pihak lain, seketika barang tersebut 

sudah jadi. Alasannya karena pihak pengrajin percaya kepada pembeli sehingga 

pemilik memberikan kepercayaan kepada pembeli. Dalam hal praktik sistem 

pembayaran yang dilakukan di kedua perusahaan, secara syariat Islam 

diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan akad dalam Bai’ Istishna’ yang merupakan 

akad meminta seseorang untuk membuat barang dalam bentuk tertentu. Atau dapat 

diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang 

tertentu. 

Dari analisis rukun dan syarat jual beli dengan praktik pembayaran dalam 

jual beli pesanan yang dilakukan di perusahaan Wahyu Jati dan Mitra Manunggal 

penulis mengambil kesimpulan bahwa praktik jual beli yang dilakukan kedua 

perusahaan telah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli yang sudah ada 

dalam syariat Islam dan termasuk dalam jual beli Istishna’ (Bai’ Istishna’). Hal ini 



64 

sesuai dengan Fatwa DSN No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istishna’ 

berkaitan dengan ketentuan Barang yang dilakukan dengan kesepakatan.73 

Selanjutnya, sebagaimana yang dijelaskan pada BAB III mengenai praktik 

jual beli barang pesanan di perusahaan Wahyu Jati dan Mitra Manunggal, bahwa 

dalam praktik pembayaran yang dilakukan di akhir setelah barang pesanan sudah 

jadi. Sehingga modal yang dipakai adalah modal dari pengrajin mebel tersebut. 

Sebagai gambaran, dalam praktik jual beli barang pesanan dimulai dengan 

menyebutkan sifat, jenis, bentuk dan kadarnya kepada pengrajin atau penjual, 

seketika terdapat kesepakatan dari awal yang dilakukan setelah menetapkan waktu 

penyerahan barang. Semisal terdapat pembeli memesan satu set meja dan kursi 

makan dengan harga Rp. 2.500.000,- masa pembuatan sekitar satu bulan kemudian 

diserahkan kepada pemesan. Maka setelah barang tersebut jadi, pihak pembeli 

menyetorkan uang kepada pihak penjual sebagai pengrajin furniture. 

Praktik jual beli pesanan merupakan suatu transaksi muamalah yang 

didalamnya terdapat unsur tolong menolong. Sebagai penjual, Islam menganjurkan 

untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi jual beli pesanan tanpa adanya 

pihak yang merugi. Sedangkan dari sisi pembeli atau pemesan, utang adalah 

perbuatan yang tidak dilarang, namun seseorang wajib membayarkan sama persis 

seperti apa yang di sepakati ketika di majelis akad.  

Namun walau hakikat muamalah adalah saling tolong menolong, namun 

syariat Islam mengharuskan adanya pencatatan yang jelas dan teliti dalam setiap 

transaksi yang dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam QS Surat Al-Baqarah 

ayat 282; 

اَ نوُاَإِذا َآما ينا ِ ااَالَّذ َأايُّه دْلَِيا تِبٌَبِِلعْا َكا ايْناكُُْ ليْاكْتُبَْب وا ىَفااكْتُبُوهََُ  مًّ لٍَمُسا َأاجا ٰ ينٍَْإِلٰا َبِدا انتُُْْ اي ادا ت  

Hai orang yang beriman jika kami bermuamalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan maka tuliskanlah  

(Q.S. 2[Al-Baqarah]: 282) 74 

  

Adapun yang terkait dengan akad jual beli Istiṣhna῾ yang terjadi di tempat 

usaha Wahyu Jati ketika kesepakatan pembayaran dilakukan dibelakang. Ini 

merupakan ciri khas yang dilakukan di perusahaan Wahyu Jati. Adapun yang ada 

di toko lain seperti yang dilakukan di perusahaan Mitra Manunggal pembayaran 

 
73 Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istiṣna῾ 

74Departemen RI, Al-Qur‟an dan terjemahan 
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dilakukan di awal ketika pemesan melakukan pemesanan dengan jumlah yang 

banyak. Biasanya yang melakukan transaksi jual beli dengan jumlah banyak 

dilakukan pembayaran dengan memberikan harga DP terlebih dahulu sebagai uang 

jaminan. Kemudian pelunasan dilakukan di akhir pada saat menerima barang 

pesanan. Dari kedua perusahaan tersebut, dapat juga menerima pembayaran dengan 

cara tunai maupun kredit. 

Atas dasar penjelasan mengenai praktik jual beli pesanan yang tertera pada 

BAB II, penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli pesanan yang dilakukan di 

perusahaan Wahyu Jati adalah diperbolehkan dalam hukum Islam. Sebab 

didalamnya sudah dilakukan kesepakatan diantara kedua belah pihak, yang saling 

menguntungkan. Dari pihak pemilik usaha tidak terlihat adanya kecurangan. 

Begitu juga yang dipraktikan oleh perusahaan Mitra Manunggal milik bapak Edi, 

sistem yang dipergunakan perusahaan tersebut sudah sesuai dalam aturan agama 

Islam terutama pada jual beli Istishna’ (Ba’i Istishna’). 

Terkait dengan hal tersebut, kegiatan ini tidak bertentangan dengan hukum 

Islam yang berlaku. Sebagaimana dalam Fatwa DSN No: 06-MUI/IV/2000 yang 

menetapkan tentang hal pembayaran terhadap point kedua bahwa pembayaran 

dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Maksud dari kata ‘kesepakatan’ disini, 

sangat penting artinya bahwa bisa dimaknai dengan sepakat dalam menentukan 

waktu pembayaran. Inilah poin penetapan jual beli Istiṣna῾ yang penulis bahas. 

Islam benar-benar memberi kelonggaran berkaitan dengan muamalah yang 

mengedepankan saling tolong menolong dengan didahului adanya pembicaraan 

sebelum melakukan transaksi. Hal ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi 

konflik akibat salah paham dalam pemesanan. Dan ini tentu sudah melenceng dari 

niat semula. Penjual harus menepati sesuai transaksi awal, adapun pembeli begitu 

barang sudah jadi dan diantar maka pemesan harus melakukan kewajibannya yaitu 

melakukan pembayaran sesuai jumlah yang ditentukan.  

Ketika penjual serta pembeli telah sepakat sejak awal untuk saling 

bertransaksi, maka keduanya harus memenuhi apa yang disepakati bersama. 

Pembeli tidak boleh membatalkan pesanan secara sepihak serta harus 

menyelesaikan pembayaran ketika barang telah terselesaikan. Sedangkan pengrajin 

dalam hal ini selaku penjual harus menuntaskan tugasnya dan  tidak diperbolehkan 

dalam meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pengrajin. Namun jika kedua 
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belah pihak terpaksa harus membatalkan pesanannya, maka alangkah baik nya 

kedua belah pihak saling mengutarakan maksud dan membicarakan dengan 

perdamaian. Menurut analisa penulis jika suatu saat kejadian tersebut terulang 

maka langkah yang tepat untuk kedua belah pihak yang melakukan perjanjian 

dengan cara perdamaian dan jika dengan langkah perdamaian antar kedua pihak 

tidak tercapai bisa dilakukan dengan arbitrase syariah yang diselesaikan dengan 

pihak ketiga yang mendamaikan, sehingga tidak memunculkan permusuhan antar 

pihak sebagaimana tertuang dalam surat An-Nisa’ ayat 35.  

Di dalam agama Islam, terdapat aktivitas jual beli yang diperbolehkan, baik 

disebutkan dalam Al-Qur’an, Hadist maupun dalam Ijma’ Ulama. Adapun yang 

menjadi dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut: 

1. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-

Baqarah 2: 275: 

بِاَوَأحَََ َالرِّ ما رذ حا َوا َالبْايْعا ُ َاللّٰذ لذ  

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275)75 

 

2. Dalam QS. An-Nisa’ 4: 29 

اأْكُُُواَ َت نوُاَلَا َآما ينا ِ ااَالَّذ َأايُّه اقْتُلوُاَيا َت لَا وا  ََ اضٍَمِنْكُُْ نَْتارا ةًَعا َتِِاارا َأانَْتاكُونا َبِِلبْااطِلَِإِلَذ ايْناكُُْ َب الاكُُْ أامْوا

حِيماً َرا َبِكُُْ نا َكا ا َاللّٰذ إِنذ  ََ كُُْ  أانفُْسا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 

diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.  

(Q.S. 4 [An-Nisa]: 29)76 

 

Berdasarkan ayat ini, yang menjadi kriteria dalam suatu transaksi yang sah 

dengan adanya unsur suka sama suka77. Adapun landasan hukum jual beli yang 

berasal dari hadist Rasulullah SAW, adalah sebagai berikut: 

اضٍَ َعانَْتارا اَالبْايْعا ذما َإِن َاللهعليهَوسلمى )رواهَإبنَماجه(َقلَرسولَاللهَصلىى  

 
75 Departemen RI, Al-Qur‟an dan terjemahan,  47 
76 Departemen RI, Al-Qur‟an dan terjemahan,  83 
77 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),  381. 
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 “Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan” 

Sedangkan para ulama sepakat tentang kebolehan akad jual beli. Ijma’ 

ulama memberikan pesan yang tersirat bahwa kebutuhan manusia berhubungan 

dengan sesuatu yang ada pada kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu 

tidak akan diberikan dengan begitu saja, wajib terdapat kompensasi sebagai imbal 

baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu 

cara untuk merealisasikan keinginan serta kebutuhan manusia, sebab pada 

dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dan saling 

membantu kepada sesama orang lain78. 

Kemudian dari beberapa rujukan Al-Qur‟an maupun hadist diatas telah 

menerangkan mengenai bagaimana keabsahan dari akad jual beli yang sesuai 

dengan ajaran syariat agama Islam. Yang mana dalam konseptual akad jual beli 

furniture yang penulis lakukan di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun telah 

mengikuti dari pada konsep jual beli yang disyariatkan sebagaimana tertuang dalam 

Al-Qur’an, Hadist, maupun Ijma’ ulama yang terpapar diatas. 

Sedangkan dalil diatas penulis berpendapat bahwa secara konseptual 

pengelolaan akad proses jual beli furniture yang dilakukan di Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun sudah benar. Karena proses akad jual beli furniture sudah sesuai 

dengan kaidah muamalah sebagaimana dalil-dalil yang telah sesuai dengan al-

Qur‟an dan hadist. Di sisi lain, kegiatan jual beli ini sudah lama dilakukan dan 

menjadi kebiasaan bagi masyarakat daerah tersebut. Sehingga dianggap sebagai 

hukum adat kebiasaan masyarakat Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. 

Alasan dibolehkan atau berdasarkan kesesuaian dengan syariat Islam 

dimulai dari penjual sudah memenuhi syarat, kemudian pembeli sudah memenuhi 

syarat, barang yang diperjual belikan juga memenuhi syarat, dan yang terakhir akad 

sudah memenuhi syarat. Sehingga tidak terjadi gharar atau penipuan dalam jual 

beli tersebut. 

 

 

 

 

 
78 Qamarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011),  54. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, telah dijelaskan permasalahan 

mengenai pencatatan dan analisis data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 

sehingga bab ini menarik kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut: 

1. Praktek pelaksanaan jual beli barang furniture yang dilakukan di Desa Nglanduk 

dan Desa Karangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan cara 

memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan. Pada dasarnya telah mencapai 

kesepakatan bersama. Pembeli memesan barang kepada penjual kemudian 

bersepakat dalam hal pembayaran yang dilakukan. Kemudian bilamana penjual 

telah selesai dalam pengerjaannya, maka penjual mengantarkan kepada pembeli 

sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Namun dalam praktek yang 

terjadi beberapa perjanjian tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Sehingga 

kejadian tersebut menyebabkan kerugian pada pihak produsen. Meskipun terdapat 

ketidaksesuaian terhadap praktek yang terjadi, namun masih ada jual beli yang 

sesuai dengan aturan agama Islam. 

2. Terhadap sudut pandang Hukum Islam mengenai pelaksanaan praktek jual beli 

pesanan yang terjadi di perusahaan Wahyu Jati Desa Nglanduk dan Mitra 

Manunggal Desa Karangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, terhadap 

praktek yang telah menjadi kebiasaan warga setempat hukumnya sah dan telah 

sesuai dengan hukum Islam. Karena sistem yang digunakan kedua perusahaan 

tersebut termasuk dalam akad Bai’ Istishna’. Dalam sistem pembayaran yang 

digunakan kedua perusahaan ini boleh dilakukan pada saat awal dengan cara 

Down Payment, maupun setelah barang jadi tergantung adanya kesepakatan 

bersama.  
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B. Saran 

Demi mengantisipasi terjadinya kesalahan atau permasalahan yang sama terulang 

kembali selama pelaksanaan perjanjian berlangsung, maka sebaiknya dari pihak produsen 

memiliki prosedur tertulis yang jelas sehingga dapat menjadi acuan pada saat jual beli 

berlangsung.  

Kepada produsen dan konsumen yang melakukan akad jual beli, sebaiknya saling 

memenuhi kewajiban yang telah disepakati sejak awal. Pada pihak produsen 

menyelesaikan pesanan sampai pada tahap pengiriman, pada pihak konsumen 

menyelesaikan pembayaran hingga lunas. Dan yang terpenting harus sama-sama rela. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufiq, 

nikmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga hanya kepada Allah SWT penulis 

dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Tidak terkecuali kepada para pihak 

yang selalu memberi petunjuk dan arahan, terutama kepada kedua dosen pembimbing 

yang senantiasa meluangkan waktu dan kesabarannya dalam membimbing penyusunan 

penulisan skripsi. 

Dengan kesadaran diri penulis bahwasannya masih banyak kekurangan dalam 

penyusunan penulisan skripsi, maka dari itu mohon kritik dan saran yang dapat 

membangun dari berbagai pihak sehingga diharapkan dapat menjadi baik untuk 

kedepannya. Atas izin dari Allah SWT, penulis berharap semoga hasil penulisan ini dapat 

bermanfaat dan membawa keberkahan bagi penulis serta bagi pembaca secara umum. 
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